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ABSTRAK

Islam telah mengatur konsep perkawinan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang
harus diperhatikan oleh setiap pasangan yang ingin menikah. Salah satu prinsip
perkawinan Islam adalah perkawinan dilakukan berdasarkan atas suka sama suka,
bahwa tidak ada unsur paksaan. Selain itu, dalam hukum positif ditetapkan pula
batasan umur kawin dengan tujuan kemaslahatan perkawinan yang dilangsungkan.
Namun, dilihat dari konteks lapangan, terdapat beberapa kasus dimana perkawinan
dibawah umur dilakukan secara paksa melalui hukum adat terkait dengan kasus
khalwat. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan hukum mengenai tidak terpenuhinya
asas suka rela dalam perkawinan berikut dengan tidak adanya perhatian khusus terkait
dengan tujuan menikahkan pelaku khalwat. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah
apa faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa kepada pelaku
khalwat yang dibawah umur, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat gampong terhadap pelaku khalwat,
serta bagaimana status pernikahan dibawah umur bagi pelaku khalwat menurut hukum
positif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan dua jenis
penelitian, yaitu penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan
(Library Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis,
yaitu menggambarkan masalah perkawinan di bawah umur karena khalwat yang ada
dilapangan, mulai persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut dan kemudian dianalisa
melalui teori perkawinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan
tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat di bawah umur terdiri dari dua faktor,
yaitu karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri, dimana pelaku harus dinikahkan.
Kemudian karena alasan pencegahan perzinaan dan menghindari terjadinya anak lahir
di luar nikah. Pelaksanaan nikah paksa yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap
pelaku khalwat dibawah umur tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Karena,
disamping asas suka rela, dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan
pihak yang menikah, baik sisi psikologis maupun sisi lainnya. Sedangkan menurut
hukum positif, pernikahan dibawah umur tidak dibenarkan, kecuali sebelumnya telah
diberi dispensasi oleh pengadilan dan adanya persetujuan dari pihak keluarga. Oleh
karena itu, solusi hukum yang penulis sarankan bahwa tokoh adat Trumon Tengah
seharusnya tidak menyelesaikan masalah khalwat dengan menikakan pihak pelaku
yang belum diketahui kesiapan dan kematangan psikologisnya. Selain itu, seharusnya
tokoh adat memahamai konsep perkawinan Islam dan konsep hukuman bagi pelaku
khalwat, sehingga penempatan hukuman terhadap seseorang tidak disalah gunakan.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketentuan tentang pernikahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) sangat jauh berbeda dengan hukum Islam. Pernikahan
yang dalam istilah hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu agad
atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela
dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara

yang diridhai oleh Allah SWT.*

Jika ditinjau dari sisi hukum Islam, pernikahan merupakan suatu perbuatan
yang disuruh oleh Allah SWT, dan juga Rasul-Nya. Banyak suruhan-suruhan
Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan pernikahan, salah satu diantaranya
ialah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang tercantum dibawah ini:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-

orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-

laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya ”.

! Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Ed-1, Cet-3
(Jakarta: Kencana, 2011), him, 102.
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Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan
pernikahan. Diantaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas Bin Malik menurut
riwayat Ahmad dan disahkan oleh lbnu Hibban, sabda Nabi sebagai berikut:

“Kawinkanlah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena

sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat .

Begitu banyaknya suruhan Allah SWT dan Nabi SAW untuk melaksanakan
pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan
Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan
pernikahan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa adanya persyaratan.? Salah
satu persyaratan yang paling penting bagi sebuah pernikahan sebagaimana yang
telah disebutkan sebelumnya ialah kerelaan antara kedua belah pihak (mempelai
pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian
kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan pernikahan itu.
Mengingat kerelaan dan persetujuan kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang
bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya
dalam bentuk ucapan (isyarat).’

Menurut ketentuan hukum Islam, jika suatu pernikahan itu dilakukan secara
paksa dan ia tidak rela terhadap pernikahan itu, maka pernikahan itu harus
dipisahkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh
Khansa’ binti Khidam al-Anshariyah,”Bahwa ayahnya menikahkannya saat ia
berstatus sebagai janda dan ia tidak rela dengan perkawinan itu. la pun menemui

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan, Cet-3, (Jakarta : Kencana, 2011), him. 41-44.

$Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam, Ed, ke-2, (Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2004), him. 54.
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Nabi Saw, dan beliau membatalkan perkawinannya”. Ada juga hadis Nabi Saw,
dari Ibnu Abbas,”Bahwa ada seorang anak gadis datang menemui Nabi Saw, dan
menceritakan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia
tidak menyukainya, maka Nabi Saw, memberinya pilihan”.* Seluruh mazhab
sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan secara suka rela dan atas kehendak

sendiri.

Hukum pernikahan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting,
kerena hampir seperempat ayat Al-quran menjelaskan tentang pernikahan
didalamnya. Maka oleh karena itu negara membuat sebuah kebijakan peraturan
yang berkaitan dengan pernikahan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Peraturan-peraturan tentang pernikahan tersebut diatur atau dikodifikasikan dan
diterangkan dengan jelas serta terperinci dalam sebuah buku yaitu Undang-

Undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KH]I).

Hukum Pernikahan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara
pelaksanaan pernikahan, kerelaan kedua belah pihak, hak dan kewajiban
keduanya, harta kekayaan, dan lain-lain sebagainya, melainkan juga segala
persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan itu sendiri misalnya: tentang
batasan usia pernikahan. Setiap orang yang ingin melangsungkan suatu
pernikahan harus mencukupi batas usia sebagaimana yang telah ditetapkan
didalam UU. No. 1/1974 dan KHI Tentang Perkawinan, hal tersebut terdapat

dalam pasal 7, ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut; Pernikahan hanya

*Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, Fikih Sunah Wanita, Cet. Ke-1, (Jakarta : Qisthi
Press, 2013), him. 506.
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diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sebilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.’ Ketentuan batasan usia
pernikahan ini sama halnya yang terdapat dalam pasal 15, ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam.

Jauh sebelum ada Undang-Undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI), pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah
menggariskan batas umur bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 29 menyatakan bahwa laki-
laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang
belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan
pernikahan. Sedangan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata
pasal 1330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah nikah. Akan
tetapi ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata ini telah dihapuskan atau
tidak berlaku lagi dengan kehadiran Undang-Undang No. 1/1974.°

Menurut ketentuan dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi
Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diproklamirkan Majlis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948, secara tegas dan lugas
dinyatakan bahwa “Setiap lelaki dan wanita berhak untuk menikah dan membina

sebuah keluarga, setelah mereka mencapai umur tertentu.’

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Kompilasi Hukum Islam. Cet. Ke-V, (Bandung : Citra Umbara, 2014), him, 4..

®hitp://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-
hukum_9.html, diakses Hari Jum’at, Tanggal: 29/01/2016, Jam, 20:15.

" Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam, him, 160.



http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html
http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html
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Islam tidak mengatur secara konkrit mengenai batasan usia pernikahan, akan
tetapi, para ulama mazhab sepakat bahwa: apabila kedua pasangan telah berakal
dan baligh maka kedua pasangan tersebut sudah bisa melangsungkan pernikahan.?
Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan baligh. Menurut
Syafi’i dan Hanbali, usia balik untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima
belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu,
Hanafi menetapkannya untuk anak laki-laki delapan belas tahun dan untuk anak
perempuan tujuh belas tahun.’

Hakikat pernikahan pada dasarnya ialah kerelaaan dan persetujuan kedua
belah pihak serta usia dalam pernikahan merupakan syarat dalam melangsungkan
pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam undang-
undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 6, ayat (1) dan (2) menjelaskan
bahwa syarat pernikahan yaitu: (1), Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan
kedua calon mempelai. (2), Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang
tua.'

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis ada menemukan beberapa kasus
(keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi
khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal) yang agak berbeda
bila ditinjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif . Menurut hasil wawancara

penulis dengan perangkat Desa, kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh

8Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, Cet. Ke-27, (Jakarta : Lentera,
2012), him. 315.

*Ibid., him. 317.

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Kompilasi Hukum Islam. him. 3.
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Selatan, penulis mendapatkan tiga kasus pasangan khalwat yang masih berada
dibawah umur dan langsung dinikahkan secara paksa oleh perangkat desa
setempat. Berupa,

Kasus pertama: Bahwa benar telah terjadi kasus khalwat yang dilakukan oleh
sepasang remaja ketika mereka sedang berada diatas sepeda motor sekitar pukul
sepuluh malam, sedangkan para perangkat desa tersebut sudah memantau dari
jauh-jauh hari tentang keberadaan pasangan tersebut. Namun kelakuan remaja
tersebut terus berlanjut walaupun peringatan sudah disampaikan kepada mereka.
Pada hari ke tiga dari peringatan tersebut, perangkat desa setempat mengambil
sebuah kebijakan dengan cara memberlakukan hukum adat desa setempat yaitu
langsung menikahkan pasangan tersebut seacara paksa. Padahal usia mereka
masih di kategorikan remaja yaitu masih duduk di bangku Sekolah Menengah
Pertama.

Kasus kedua: Bahwa benar telah terjadi kasus khalwat yang tertangkap basah
oleh parangkat desa di tempat perempuan itu tinggal. Status perempuan tersebut
masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama, sedangkan yang laki-laki nya
sudah mencapai umur. bertepatan pada saat diadakan acara memperingati hari
lahirnya Baginda Rasulullah SAW, sekitar pukul 11 malam dibelakang rumah
sekretaris desa setempat. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara orang
yang sedang berbicara dibelakang rumahnya. Kemudian beliau mengecek apa
yang terjadi dibelakang rumahnya itu, setelah dilihat ternyata ada sepasang muda-
mudi yang sedang berdua-duaan. Kemudian beliau langsung melaporkan kepada

perangkat desa yang lain. Ketika itu pula perangkat desa langsung mengambil
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sebuah kebijakan untuk menikahkan paksa sapasang remaja tersebut tanpa
menungggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun
pihak keluarganya.

Kasus ketiga: Bahwa benar telah terjadi kasus khalwat di suatu tempat
dimana dua pasang remaja yang sedang bercumbu rayu di atas sepeda motor yang
memang sudah lama dalam pengincaran para pemuda desa tempat perempuan itu
tinggal. Kedua pasangan khalwat tersebut baru masuk di Sekolah Menengah Atas,
bisa dikatakan siswa baru disekolah tersebut. Kemudian sekelompok pemuda
mendatangi pasangan tersebut dan membawa mereka kepada perangkat desa
untuk diadili secara hukum adat setempat. Setelah penyerahan tersebut dilakukan
perangkat desa tetap dengan tegas mengambil keputusan yang sama Yyaitu
menikahkan pasangan yang berkhlawat tersebut tanpa melihat persetujuan baik
dari para pihak maupun keluarga.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka penulis tertarik meneliti kasus
pernikahan dibawah umur dan didasarkan atas unsur keterpaksaan di kecamatan
Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dengan judul: PERNIKAHAN
PASANGAN DI BAWAH UMUR KARENA KHALWAT OLEH TOKOH
ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus

Di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan).



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat
menyimpulkan yang menjadi rumusan masalahnya disini adalah sebagai berikut:
1. Apa faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa kepada
pelaku khalwat yang dibawah umur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan paksa yang
dilakukan kepada pelaku khalwat?
3. Bagaimana status pernikahan dibawah umur bagi pelaku khalwat menurut
hukum positif?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis
dapat mengambil tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor dan pertimbangan tokoh adat terhadap
pernikahan paksa kepada pelaku khalwat yang dibawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan
paksa yang dilakukan kepada pelaku khalwat.
3. Untuk mengetahui status pernikahan dibawah umur bagi pelaku khalwat
menurut hukum positif.
1.4 Penjelasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam
memaknai isltilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu sedikit

penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:



1. Khalwat
Khalwat secara bahasa adalah menyepi, menyendiri, mengasingkan diri
bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Defenisi khalwat secara
istilah ialah mengasingkan diri ditempat sunyi bersama lawan jenis yakni laki-laki
dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan.
2. Tokoh Adat
Menurut para ahli, tokoh adat merupakan suatu primordial-konsannguinal
(Ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat struktural fungsional dalam artian
kaitan dengan wilayah atau daerah hukum dalam menunjang pemerintahan pada
gampong yang efektif. Kedudukan tokoh adat mempunyai ciri khas masyarakat
bersuku demi kepentingan mempertahankan diri dan pelestarian nilai-nilai yang
fokusnya adalah keragaman Qanun gampong yang dipimpin oleh seorang tokoh
adat secara berkelompok yang bersifat berdiri sendiri dan tidak tunduk pada raja,
melainkan sebagai perwakilan warga dan keluarga dalam gampong itu sendiri.
3. Kecamatan Trumon Tengah
Kecamatan Trumon Tengah adalah suatu daerah yang terletak di Kabupaten
Aceh Selatan yang terdiri dari beberapa gampong, antara lain:
a. Gunung Kapur
b. Gampong Teungoh
c. Krueng Batee
d. Puloe Paya
e. Ladang Rimba (secara Umum)

f. le Mierah
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g. Coet Bayu
h. Jamboe Papeun
i. Naca, dan
j.  Aluelok
1.5 Kajian Kepustakaan
Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan
variabel penelitian yang tercermin dalam masalah penelitian yang bersumber pada

literatur atau hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain.'!

Kajian
kepustakaan ini penulis buat bertujuan untuk mengetahui persamaan dan
perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lain
agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini,
ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang khalwat
dan usia pernikahan. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda.

Karya-karya ilmiah yang membahas tentang khalwat dan usia pernikahan
yang penulis maksud di atas antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Faisal yang berjudul “Pandangan
Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di
Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)”.** Fokus pembahasan
skripsi ini ialah untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini di

Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, dan Bagaimana

pandangan ulama dayah terhadap pernikahan anak usia dini beserta dasar

1 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Cet-1, (Bandung: Pustaka Setia,
2008), him, 72.

2 Abdullah Faisal, Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini
(Studi Kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan), (Skripsi yang tidak
diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014).
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hukum yang dipakai, serta untuk mengetahui bagaimana dampak dari
pernikahan anak usia dini dikecamatan bakongan kabupaten aceh selatan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmaddin yang berjudul “Peran Masyarakat
Dalam Menegakkan Syari’at Islam di Kecamatan Permata Kabupaten
Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang
Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat)”.* Penelitian ini
membahas tentang peran masyarakat di Kecamatan Permata dalam
menegakkan Qanun tentang khalwat berbeda-beda, dan mekanisme
pelaksanaan perkawinan secara adat terhadap pelaku khalwat di
Kecamatan Permata.

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muharil yang berjudul “Perkawinan
Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi
Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)”. Pembahasan skripsi
ini lebih menitik beratkan pada faktor-faktor apa saja yang paling dominan
terjadi perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tripa Makmur
Kabupaten Nagan Raya, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan
anak dibawah umur dikecamatan tripa makmur Kabupaten nagan raya
ditinjau dari konsep keluarga sakinah.'*

4. Skripsi yang ditulis oleh Mukmin yang berjudul “Peranan Tokoh Adat

Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Suatu Kasus di Kecamatan Blang

B3 Rahmaddin, Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari’at Islam Dikecamatan
Permata Kabupaten Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang
Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat), (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda
Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014).

Y Muharil, Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga
Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya), (Skripsi yang tidak
diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014).
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Kejeren Kabupaten Gayo Lues)”.*> Fokus penulisan skripsi ini untuk
mengetahui peranan tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan kendala yang
dihadapi oleh tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, serta upaya tokoh adat
mengatasi kendala terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

5. Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Nurmalasari “Penyelesaian kasus
khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang) » 1% Fokus
permasalahan pada eksistensi pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian
kasus khalwat dikota sabang dan bagaimana pendapat para tokoh
masyarakatnya, dan analisis hukum islam tentang penyelesaian kasus
khalwat dengan hukum adat.

6. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf “Peran Masyarakat Banda
Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan
Qanun Nomor 14 Tahun 2003)”.*" Skripsi ini membahas seputaran Peran
masyarakat Banda Aceh dalam mencegah khalwat/mesum, serta faktor-
faktor yang membuat masyarakat Banda Aceh enggan dalam

mencegah/melapor tentang adanya perbuatan khalwat/mesum.

5 Mukmin, Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Studi Kasus di
Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues), (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda
Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry,2011).

1 Nurmalasari, Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota
sabang), (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry,
2009).

" Muhammad Yusuf, Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum
(Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003), (Skripsi yang tidak
diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry, 2008).
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7. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Satria dengan judul “ Penyelesaian Kasus
Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9
Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)”.*® Pembahasan skripsi ini
lebih menitik beratkan pada bagaimana ketentuan khalwat dalam Qanun
Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 2008 dikota Banda Aceh, dan
Penyelesaian kasus pelanggaran syari’at menurut Qanun No. 14 Tahun
2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kota Banda Aceh, serta
perbandingan antara Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun
2008.

8. Skripsi yang ditulis oleh T. David Safrizan yang berjudul “Peran
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari’at Islam
(Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat).*® Pembahasan skripsi ini fokus
pada bagaimana peran pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam
mensosialisasikan dan menerapkan syari’at Islam, dan tindakan
penanganan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian
kasus khalwat di Kabupaten Aceh jaya, serta penguatan Wilayatul Hisbah
dalam menanggulangi kasus khalwat/mesum di Kabupaten Aceh Jaya.
Karya-karya tulis ilmiah sebagaimana yang telah disebutkan di atas belum

membahas apa yang menjadi fokus penelitian dalam karya tulis ini, Sepanjanag

penulis ketahui bahwa penelitian Pernikahan Pasangan di Bawah Umur

'8 |rfan Satria, Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan
Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh), (Skripsi yang tidak
diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014).

% T. David Safrizan, Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan
Syari’at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat), (Skripsi yang tidak dipublikasikan),
(Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, 2008).
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Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum
Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)
belum ada yang menelitinya. yang menjadi titik fokus dalam karya tulis ini ialah
untuk mengetahui faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa
kepada pelaku khalwat yang dibawah umur, dan bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat gampong terhadap
pelaku khalwat, serta bagaimana status pernikahan dibawah umur bagi pelaku
khalwat menurut hukum positif. Dengan demikian, keaslian karya ilmiah ini dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi akademis maupun moriil.
1.6 Metode Penelitian
Dalam pengembangan sebuah karya ilmiah pastilah diperlukan metode-
metode untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan
“metode” disini ialah “cara”. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan
‘metode penelitian’ ini tak lain daripada ‘cara mencari (dan menemukan
pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)’.?
Maka oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang ingin penulis kaji, jenis
penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan (field research).
Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam
penulisan skripsi ini, antara lain:
1. Field research (penelitian lapangan) vyaitu penelitian suatu kasus
memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara intensif dan

terperinci  mengenai  latar belakang keadaan sekarang yang

20 sulistyowati Irianto dan Shirdarta, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2011), him. 97.
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dipermasalahkan. Masalah atau kasus yang diteliti terdiri dari suatu
kesatuan (unit) secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran
lengkap atas kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang, satu
keluarga, satu desa, satu daerah, satu peristiwa, atau suatu kelompok
terbatas lain.?* Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan cara wawancara (interview).

a. wawancara (interview) ialah situasi peran antar pribadi bartatap-
muka (Face to face), ketika seseorang yakni pewawancara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah
penelitian kepada seseorang responden.?? Dalam hal ini, yang akan
penulis wawancarai, antara lain:

a) Tokoh-tokoh masyarakat

b) Pelaku yang melakukan khalwat, dan

¢) Orang tua pelaku yang melakukan khalwat dan masyarakat
Minimal 3 (tiga) kasus pasangan khalwat yang ingin penulis teliti
di daerah Kecamatan Trumon Tengah dan di desa-desa yang ada
kasusnya.

2. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu mengadakan penelitian
dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Baik
2!Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, cet, ke-1 (Bandung: Pustaka Setia,

2008), him. 58.

22 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), him. 82.
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itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-
karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-
ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik
tercetak maupun elektronik lain. Metode ini digunakan dalam pencarian
data sekunder untuk melengkapi data penelitian seperti karya-karya ilmiah
lain diperpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan skripsi
ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dari setiap uraian pembahasan
skripsi ini. Penulis akan membagikan dalam setiap bagian skripsi ini menjadi
empat bab, yang masing-masing bab dalam skripsi ini saling berkaitan yaitu
antara lain:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode
Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat
pernikahan, pernikahan dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam,
dan tinjauan teoritis mengenai khalwat dalam pandangan hukum islam dan hukum
positif.

Bab Tiga, membahas lokasi penelitian, faktor-faktor tokoh adat atas
pernikahan khalwat yang dibawah umur, dasar hukum tokoh adat atas pernikahan
khalwat yang dibawah umur, kasus-kasus pernikahan karena khalwat serta

tanggapan dari pihak pasangan yang berkhalwat dan keluarga, akibat pernikahan
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yang masih berada dibawah umur karena khalwat, tinjauan hukum islam terhadap
pernikahan terpaksa yang dilakukan oleh tokoh adat pada pelaku khalwat dibawah
umur.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-

bab sebelumnya dan juga berisikan Saran-Saran dan Kritik.
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BAB DUA

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KHALWAT

2.1 Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan

2.1.1 Pengertian Nikah

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab s S =S <=8 Yang secara etimologi
berarti z 5 53| (menikah), & 358 ¥ | (bercampur). Dalam bahasa Arab kata “nikah”
bermakna 211 (berakad), =& sl (Bersetubuh), ¢ bsis ¥ (bersenang-senang). An-
Nikah menurut bahasa Arab berarti ©:aal | (menghimpun). Kata ini dimutlakkan
untuk akad atau persetubuhan.'Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia “nikah” ialah akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan
dan persetubuhan.?

Sedangkan menurut istilah syari’at, sebagaimana yang tercantum dalam kitab
Figih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, nikah berarti sebuah
akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan,
dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika
perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan
keluarga.® Atau bisa juga diartikan sebagai akad antara pihak laki-laki dan wali

perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.’

! Abu Sahla dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan, Cet-1, (Jakarta: Belanoor, 2011),
him, 16.

? Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Baru, Cet-2, (Jakarta:
Pustaka Phoenix, 2007), him, 605.

% Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him, 39.

* Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai
Syari’at, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), him. 29.
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Berikut ini ada beberapa defenisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli

fikih, tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada
redaksinya.

1. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan
tujuan mendapatkan kesenangan.

2. Menurut ulama Syafi’iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna
wathi’ (untuk memiliki kesenagan) disertai lafadz nikah, kawin, atau
yang semakna.

3. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk
mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.

4. Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau
kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.’

Defenisi-defenisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat
dalam kitab-kitab figh klasik begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan
hakikat utama dari suatu pernikahan, yaitu kebolehan melakukan hubungan
kelamin setelah berlangsungnya pernikahan. Ulama kontemporer memperluas
jangkauan defenisi yang disebutkan oleh ulama terdahulu. Diantaranya
sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Ghandur dalam bukunya al-Ahwal al-
Syakhsiyah fi al-Tasyri’ al-1slamiy: ®

“Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-

laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan.

® Abu Sahla dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan, him, 17.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan, Cet-3, (Jakarta : Kencana, 2011), him., 39.
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dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan
kewajiban-kewajiban” .

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad (ijab dan
gabul) dan ikatan hukum antara pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua
orang laki-laki. Apabila pengertian pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelunya dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka pada
dasarnya antara pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-undang
tidak terdapat perbedaan prinsipil karena sama-sama menjelaskan tentang akad
atau perjanjian kedua belah pihak; Pengertian pernikahan menurut Undang-
undang Perkawinan ialah: “lkatan lahir bathin antara seseorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketukanan Yang Maha Esa.””
Defenisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas
dibandingkan dengan defenisi pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Pernikahan adalah akad
yang sangat kuat atau mitsagan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah »8

Dari uraian mengenai pengertian nikah diatas dapat dipahami bahwa, nikah

ialah suatu akad atau perjanjian yang dapat menghalalkan hubungan suami-istri

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk dan membina

’A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Dilndonesia, Cet-2, (Banda Aceh: Yayasan
Pena Divisi Penerbitan, 2005), him. 38..

8Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam, Ed, ke-2, (Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2004), him. 46.
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sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diakui sah oleh
hukum Islam dan Negara.

2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan

Hakikat dari pada pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-
laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan,
maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau
mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai suruhan atau anjuran dari
Allah SWT dan juga termasuk dalam sunnah Rasul SAW tentu tidak mungkin
dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata mubah. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan sangat
dianjurkan dalam Agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu,
maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.’

Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang mengatur tentang pernikahan,
antara lain firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Dzariyat:49, yang

tercantum sebagai berikut:

)

) uﬁf —*-’ﬁ-d o) Cals . oo J—‘—‘-‘ KoL

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat kebesaran Allah. »0

° Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,him.43.
1% Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet-2,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), him. 9.
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Firman Allah SWT dalam surat An-nisa’ ayat 3:

P
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ”.**

Firman Allah SWT yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 32, sebagai

berikut:

o ST i TR 1380 o) AUl 53U G bnomally 2K LaNT 1,251
P éj Gy e
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah

Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Begitu juga dengan hadits Rasulullah SAW yang menerangkan tentang
pernikahan yang diriwayatkan oleh Abdillah Bin Mas’ud juga diriwayatkan hadits
dari Rasulullah SAW yang tercantum sebagai berikut:

CLA Hlaebiale sagle & Lo d J su )W JE JB4e & (o 52 sra(ndl 2o (0
ueﬂb@ﬁckﬁhgeijcﬁuwi})@“u&‘MBC})LXSEGU\#A&%|UA

Artinya: “Dari Abdillah Bin Mas ud, dia berkata: (suatu ketika) Rasulullah Saw,
pernah menyeru kami: “Hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu
yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena
sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan
lebih (dapat) memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak)

! Moh. Rifa’i, Figih Islam; Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1979), him. 454
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mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah obat
(pengekang) baginya.” (H.R. Muttafaq ‘alaih).12

Hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Waqqash, Rasulullah SAW
bersabda:
Bl o g e o s ade L s 050 53508 gl ol 0 i (2
Bl YA 63Tl
Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Wagqqash, ia berkata: “Rasulullah SAW melarang
Utsman bin Mazh’un membujang. Seandainya diizinkan, maka kami
pasti akan berkebiri”. 13
Hadits Rasulullah SAW dari lbnu Syihab juga membicarakan mengenai
anjuran untuk menikah sebagaimana yang tercantum dibawah ini:
31510 S a1 6 Sk et A6 T il 1 8 Baae 3 SR T OB Tl 0 e
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Artinya:  “ (....) Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya ia berkata: ‘“Telah
mengabarkan kepadaku Said bin Musayyab, sesungguhnya ia
mendengar Saad bin Abi Waqqash berkata: ‘Utsman bin Mazh un

ingin membujang, maka Rasulullah SAW melarangnya. Seandainya

Rasulullah SAW mengizinkan hal itu, maka kami pasti akan

NV
berkeiri”.

Dalam hal ini, meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat berubah
menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) sesuai perubahan keadaan:
1) Nikah hukumnya wajib; Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu

yang akan menambah tagwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah

2 Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam, him. 93-94

3 Muhammad Fuad Abdul Bagi, Shahih Muslim, Jil.2, Cet-1, (Jakarta: Pustaka As-
Sunnah, 2010), him, 706.

" Ibid
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mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan
haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2) Nikah hukumnya haram; Nikah haram bagi orang yang tau bahwa dirinya
tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan
kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan
kewajiban bathin seperti mencampuri istri.

3) Nikah hukumnya sunnah; Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang telah
mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan
haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang
karena membujang tidak diajarkan oleh islam.

4) Nikah hukumnya mubah; Nikah bagi orang yang tidak berhalangan untuk
melakukan nikah dan dorongan untuk melakukannya belum
membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak
nikah.*

5) Nikah hukumnya makruh; Yakni jenis pernikahan yang dilakukan oleh
orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki
kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun
memiliki kemampuan ekonomi. Akan tetapi tidak sampai membahayakan
sebelah pihak khususnya isteri.'®

Dari uraian tentang hukum nikah diatas menggambarkan bahwa pernikahan

menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah

1> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, him.10-11.
' Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam, him. 92
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tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.'’ Lebih lanjut lagi para
ulama sepakat hal yang terpenting bagi seorang laki-laki dan perempuan yang
ingin membina rumah tangga adalah akad nikah. Karena hal itu adalah inti
terpenting letaknya keberadaan nikah.

2.1.3 Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi perbuatan hukum.
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya
merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan
umpamanya rukun dan syarat-nya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan
tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.'®

Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang
terbentuk menjadi sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat sesuatu itu
dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak
demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad
menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat. Adapun
syarat menurut terminologi para fugaha seperti diformulasikan Muhammad Al-
Khudlari Bek, 1ialah: “Sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan
(mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.” Yang demikian itu terjadi, kata
Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan

hikmah hukum atau sebab hukum.*®

7 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, him.11.
'8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, him, 59.
¥ Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam, him. 95.
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Dengan kata lain, Rukun berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah
atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian
pekerjaan itu. Sedangkan syarat berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan
sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk
(diluar) dalam rangkaian pekerjaan itu.

Menurut jJumhur ulama rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun
itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk lebih lanjut, maka uraian tentang rukun
pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.
Rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut:?

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam.
b. Laki-laki.
c. Jelas orangnya.
d. Dapat memberikan persetujuan.
e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
b. Perempuan.
c. Jelas orangnya.
d. Dapat dimintai persetujuan.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

20 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Dilndonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Ed-1, Cet-3, (Jakarta:
Kencana, 2006), him. 62-63.



3)

4)

5)
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Wali nikah, syarat-syaratnya:
a. Laki-laki.
b. Dewasa.
c. Mempunyai hak perwalian.
d. Tidak terdapat halangan perwalian.
Saksi nikah, syarat-syaratnya:
a. Minimal dua orang saksi.
b. Hadir dalam ijab gabul.
c. Dapat mengerti maksud akad.
d. Islam.
e. Dewasa.

ljab gabul, syarat-syaratnya:

o

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
atau tazwij.

d. Antara ijab dan gabul bersambung.

e. Antara ijab dan gabul jelas maksudnya.

f. Orang yang terkaid dengan ijab gabul tidak sedang dalam ihram
haji / umrah.

g. Majlis ijab dan gabul itu harus dihadiri minimum empat orang,

yaitu: Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai

wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.
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Menurut jumhur ulama rukun dan syarat pernikahan wajib dipenuhi, apabila

tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau batal.

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menjelaskan rukun pernikahan yaitu:

(@) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) saksi nikah, dan (e) ijab dan

21
l.

gabu

Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan juga ada diatur dalam pasal 6

sampai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974. Syarat-syarat yang tercantum

didalam pasal tersebut antara lain:

Pasal 6:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan
pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),
(3) dan (4) pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

21 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Dilndonesia, Cet-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2013), him. 56.
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Pasal 7:

1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun.

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dipensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua
orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,
berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal
ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).%

Meskipun Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan rukun pernikahan
yang disebut hanya syaratnya saja, akan tetapi didalam Undang-Undang tersebut
banyak mengandung unsur-unsur rukunnya yang berkenaan dengan pernikahan.
Poin terpenting yang harus diketahui dalam hal tersebut ialah Apabila pernikahan
yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi rukun
dan syaratnya sebagaimana yang telah diatur didalam hukum Islam dan Undang-
Undang tentang perkawinan, maka pernikahannya tersebut tidak sah (batal).
Syarat dan rukun sangat menentukan akan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan
yang dilakukan, apabila salah satu baik dari syarat maupun rukun tidak terpenuhi
maka semuanya dianggap tidak sah/batal.

Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang pencatatan pernikahan
serta prosedurnya yang tidak kalah pentingnya dengan syarat-syarat pernikahan
yang harus dipenuhi oleh setiap mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan,
mengenai pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9.

Undang-undang perkawinan memberikan warning kepada Pegawai Pencatat

Nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi mereka yang tidak memenubhi

?2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Kompilasi Hukum Islam. Cet. Ke-V, (Bandung : Citra Umbara, 2014), him, 3-4.
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persyaratan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 20 menyatakan: “Pegawai
pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan
dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini
meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Pelanggaran yang dimaksud yakni:

Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

belas) tahun.

Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun
keatas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak
tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal

4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain

dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersendiri.
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Selain dari pada itu, jumhur ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa
suatu pernikahan yang dilakukakan tanpa seizin wali maka pernikahannya itu

tidak sah. Dasar hukum yang mereka gunakan ialah firman Allah SWT:

S 555 13 Samail (38 of Gaskaxs b Silal 3G LT &b 13
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Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari
kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,

sedang kamu tidak Mengetahui ”. (Q.S. Al-Bagarah:232)

Hadits Rasulullah SAW juga menyatakan bahwasannya suatu pernikahan
dilakukan tanpa seizin wali maka nikahnya itu tidak sah, sebagaimana yang
dinyatakan dalam hadist Rasulullah SAW berikut ini:

SV WY B kb e 1 E s 08
Artinya: “Diriwatkan oleh Abu Musa Al Asy ari, ia berkata: “Sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah nikah,kecuali dengan wali”. 23

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, Rasulullah
SAW bersabda:

i g 50 8) R Eadis i ey ade o Ja s 0 5L 506 EI6 Ak e (e
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28 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Jil,1, Cet-2, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), him, 811.
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Artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah ra, dia berkata: “Rasulullah SAW
bersabda, setiap wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya,
maka pernikahannya batal”. 24
Berdasarkan ayat dan hadits diatas menunjukkan bahwasannya, kedudukan
dan keberadaan wali dalam suatu pernikahan sangatlah penting dan tidak bisa
diabaikan. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita tanpa
sepengetahuan atau izin dari walinya maka pernikahannya tersebut tidak sah atau
batal.

1.2 Pernikahan Di bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1.2.1 Pernikahan Di bawah Umur Menurut Hukum Positif
Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi pernikahan muda. Hal ini
dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan negara lain dalam pembatasan usia
nikah.*Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, apabila ada seseorang
yang ingin melangsungkan pernikahan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat (2) UU No.
1/1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu
ada izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Yang perlu memakai izin
orang tua untuk melakukan pernikahan ialah pria yang telah mencapai umur 19
tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UU No.

1/1974). Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan pernikahan

4 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet-1, (Jakarta: Siraja,
2003), him. 69.

25 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), him. 202.
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sekalipun diizinkan oleh orang tua.”® Apabila pernikahan yang dilakukan oleh
kedua mempelai berada dibawah umur maka sebagaimana yang tedapat dalam
pasal 7 ayat (2) yaitu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang batasan pernikahan buat laki-
laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan yang terdapat dalam
pasal 15. Tentang batasan pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum
Islam tidak ubahnya sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 1/1974 Tentang
Perkawinan yaitu buat laki-laki mininal 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur ingin
melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No.
1/1974 dan KHI tidak mempunyai kekuatan hukum tetap padanya, terkecuali
harus menempuh langkah-langkah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh
perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Pernikandan wipawarn UImnur Ivienurut HUKUIm Isiaim

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batas
umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan Agama tentang batas umur minimal
dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi
kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa
orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan

mampu. Sebagaimana firman Allah SWT.

%6 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia:Menurut perundang-undangan
Hukum Adat Hukum Agama, Cet-2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), him. 50-51
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An
Nuur : 32)%

Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para
pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan.
Hadis Rasulullah yang tercantum sebagai berikut:

pe A JEa o sl a0 5l Biaa JB iae V) Waa Gl (i 0 gae Wi
Ll e Ui o Y Lo ol e il a aill e US A 20 Jid il 2o e 3 suY) 5 dile
Gunl 5 el e aild = 5 il el oSia g Uil (o QLB pina Lol g agle Al oo ) Jsm)
(@)l ol 5)) sla s Al adld alually 44dad alaivsg al e 5z Al

Artinya: “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah
menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah
menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata :@ “Telah
menceritakan kepadaku dari "Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia
berkata : “Aku masuk bersama 'Algamah dan al Aswad ke (rumah)
Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para
pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW
bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara
kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin
dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan
barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka
sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.”

(HR. Bukhari)
Dalam hadits tersebut ada persyaratan untuk dapat melangsungkan
perkawinan harus adanya kesanggupan, kesanggupan yang dimaksud oleh hadits

tersebut ialah berupa kesanggupan secara fisik dan mental.®

27 Al-Qur’an dan Terjemahan.
%8 http//: ejournal.uin-suska.ac.id/../1295. Diakses Pada Tanggal, 12 Agustus 2016.
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Al-Qur’an dan Hadits secara tidak langsung mengakui bahwa kedewasaan
sangat penting dalam pernikahan. ? Usia dewasa dalam figh ditentukan dengan
tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara
lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan
haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan usia nikah baik untuk laki-laki
maupun perempuan. Menurut Ibnu Syubramah, Abu Bakar Al-Ashamm, dan
Utsman Al-Butti berpendapat bahwa, anak kecil laki-laki dan anak kecil
perempuan tidak boleh menikah sampai keduanya mencapai umur baligh,
berdasarkan firman Allah SWT, “Sampai mereka cukup umur untuk kawin”. (An-
Nisaa’:6). Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menikahkan anak
kecil perempuan sebagai pengaplikasian atsar yang berisi mengenai masalah ini.
Sedangkan menikahkan anak kecil laki-laki adalah batil, jika terjadi maka
pernikahan ini dibatalkan.*

Menurut pendapat ulama mazhab tentang usia baligh seperti yang
dikemukakan oleh imam Syafi’ie dan Hanbali ialah: Usia baligh untuk anak laki-
laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya
tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-

laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.®*

“http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-
hukum.html. Hari Minggu, Tanggal 24, Jam, 16:33
%0 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him,

172
31 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, Cet. Ke-27, (Jakarta : Lentera,
2012), him. 317-318.


http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html
http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html
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Menurut pendapat Ibnu Syibrimah sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya, untuk anak perempuan tidak diperbolehkan bagi orang tua
menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah baligh dan
mendapatkan izin darinya.

Hasan dan Ibrahim An-Nakha’i berpendapat; “Diperbolehkan bagi orang tua
menikahkan putrinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar, baik gadis
maupun janda, meskipun keduanya tidak mnyetujuinya.”

Disisi lain Abu Hanifah mengatakan: “Orang tua diperbolehkan untuk
menikahkan putrinya yang belum baligh, baik ia masih gadis maupun janda.
Karena, jika putrinya sudah mencapai usia baligh, maka ia boleh menikahi siapa
saja yang dikehendaki, tanpa harus meminta izin orang tuanya. Posisi orang tua
pada saat itu sama seperti posisi wali, yaitu tidak boleh menikahkannya kecuali
dengan izinnya, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda.*? Akan tetapi,
pembolehan bagi seorang bapak kandung (wali) untuk menikahkan anak gadisnya
yang masih kecil berkaitan dengan ada-tidaknya maslahat dan hikmah dari
pernikahan tersebut. Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan bagi anak
gadis tersebut, bukan kemaslahatan untuk orang lain termasuk wali sendiri yaitu
berupa tercapainya tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Pemberian wewenang
menikahkan tersebut kepada wali karena pada umumnya sebagai orang tua yang
diberi amanah pengasuhan anak, mereka pasti menghendaki kebaikan bagi

anaknya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Abubakar as-Shiddiq r.a yang

%2 Qyaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figh Wanita, Cet-1, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 1998), him. 381
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menikahkan putrinya dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu orang tua/wali
perlu menilai dengan bijaksana pasangan/calon suami bagi anaknya.

Dari uraian pembahasan diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak mengatur
secara konkrit mengenai batasan pernikahan baik untuk anak laki-laki maupun
anak perempuan. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa, baligh ialah sebuah
tanda buat anak laki-laki dan perempuan telah bisa melangsungkan pernikahan

dan hal tersebut termasuk kedalam syarat pernikahan.

1.3 Khalwat dalam Pandangan Hukum Islam

1.3.1 Pengertian Khalwat

Menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari Khulwah dari akar kata khala
yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut isltilah, khalwat adalah
keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam
pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna
positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khlawat adalah
perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain
antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat
perkawinan.®

Makna khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang

kedua (negatif). Khalwat dilarang islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan

%% Abubakar Al-Yasa’, Hukum Pidana Islam Di Aceh, Cet-2, (Banda Aceh: Dinas Syari’at
Islam Aceh, 2011), him. 111
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orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah. Larangan

zina tersebut terdapat dalam Al-quran surat Al-Isra’ ayat 32:

P
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu
perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.”** (Q.S. Al-Isra’: 32)

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat merupakan
salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk
salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta zir, artinya
negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya
perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan
khalwat. Walaupun larangan khalwat terkait dengan larangan perbuatan zina,
maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan. Larangan
khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain.
Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern,
maupun masyarakat bersahaja.*®

Hikmah diharamkannya khalwat dalam Islam adalah karena khalwat
merupakan salah satu sarana yang mengantarakan kepada perbuatan zina,
sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya
mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu bentuk khalwat yang
dilakukan oleh kebanyakan pemuda-pemudi sekarang ini meskipun jika ditinjau

** Ibid., him. 112

% Ahmad Al Farugi, Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar ‘iyah,
Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), him. 41
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dari hakikat khalwat itu sendiri bukanlah khalwat yang diharamkan, namun jika
ditinjau dari fitnah yang timbul dari akibat khalwat tersebut maka hukumnya
adalah haram. Para pemuda-pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam
hal-hal yang haram lainnya seperti saling memandang antara satu dengan yang
lainnya, sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda, belum lagi
pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syari’at, dan lain sebagaianya yang
jauh lebih parah. Khalwat yang asalnya dibolehkan ini namun jika tercampur
dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. Khlawat yang
tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya akan tetap haram.

1.3.2 Dasar Hukum Khalwat
Islam melarang khalwat karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang
kepada zina, yakni hubungan intim diluar pernikahan yang sah, larangan zina

terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu
perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.” (Q.S. Al-Isra’: 32)
Berikut ini ada juga beberapa hadis Nabi yang menunjukkan batas-batas
pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

Febda oY Jlale sae b ad) gu ol lagie &) i Hule (pl oo

(QQJ\A.J \c\}‘))e‘);.o}b\}[\'é



40
Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda:
Nabi melarang seorang perempuan berkhalwat dengan laki-laki yang
bukan muhrim si wanita.” (H.R. Bukhari)
Rasulullah SAW menyebutkan:

sdelulde d Al 5 SN QB AL sadde d ) Lol Josu ) )l e olie oo
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Artinya: “Dari ‘Uqubah Bin Amir r.a, Rasulullah saw, pernah bersabda,
janganlah kalian masuk ketempat wanita. Lalu seseorang dari Anshar
ertanya kepada Nabi bagaimana pendapat kamu dengan ipar?
Rasulullah  menjawab. "Ipar itu maut” (menyendiri dengannya
bagaikan bertemu dengan kematian).” (HR. Tirmizi)®

Rasulullah SAW bersabda:
..... OB el B 68 Y 13T 2 b da 54 5y

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat maka
jangan berduaan (berkhalwat) dengan seorang perempuan tanpa
didampingi seorang muhrim, karena yang ketiga dari mereka berdua
adalah setan”. (HR. Tirmidzi).*’

Dari uraian batasan baik dari Al-Quran maupun sunnah sebelumnya
mengenai hukum larangan khalwat, maka dapat diketahui bahwa pembolehan

Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat terbatas. Islam

melarang tegas apabila ada seorang laki-laki dan perempuan berada ditempat

sunyi atau sepi karena hal tersebut akan menjerumus pada jurang yang

% Ibid,. him. 43-44.
7 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah,(Surakarta: Era
Intermedia, 2005), him, 24.
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menyesatkan, sebagaimana ayat di atas menjelaskan, “jangan dekati zina” dalam
artianya didekati saja tidak boleh, apalagi kalau sampai dilakukan.

Islam juga mengatur sanksi bagi pelanggar khalwat sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh syari’at. Seperti yang terdapat didalam Qanun Nomor 6 tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat, pasal 23 ayat (1) dan (2), dan pasal 24 yang
bunyinya sebagai berikut:

Pasal 23:

1) Bagi pelaku khalwat dikenakan ta’zir dengan kriteria cambuk sebayak 10
(sepuluh) kali / denda 100 (setarus) gram emas, atau penjara paling lama
10 (sepuluh) bulan.

2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan
fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat
Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan / atau penjara paling
lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24:
Jarimah khhalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan
menurut ketentuan Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan
adat istiadat dan / atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai
adat istiadat. *

%8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum lJinayat. Dimuat dalam Dinas
Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh: Dinas Syariat
Islam 2015)



BAB TIGA
PERNIKAHAN PASANGAN DI BAWAH UMUR KARENA KHALWAT
OLEHTOKOH ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUANHUKUM
ISLAM

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah
Kabupaten Aceh Selatan

3.1.1. Kondisi Wilayah Secara Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu
Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat — Selatan
dengan lIbukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten
Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km? atau 418.556 Ha, yang meliputi daratan utama
di pesisir Barat — Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia
skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak
pada 020 23° 24” — 030 44’ 24” LU dan 960 57° 36” — 970 56’ 24” BT. Dengan
batas-batas wilayah, Sebelah Utara Kabupaten Aceh Tenggara, Sebelah
TimurKota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Sebelah Selatan,

Samudera Hindia, Sebelah Barat Kabupaten Aceh Barat Daya.*

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan
terbagi atas 18 (Delapan Belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau
Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pembagian
administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas: Kecamatan,

Mukim, dan Gampong.Sebagian besar wilayah terdiri dari daratan dengan

'https://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/98
42



ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari hutan berbukit-

bukit dengan kemiringan curam sampai terjal.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan

43

Ibu Kota Jumlah
No. | Kecamatan Kecamatan Luas (Ha) Mukim Gampong
1 Trumon Trumon 44.065 2 12
2 Trumon Ladang 43.285 2 10
Tengah Rimba
3 Trumon Krueng 32.509 1 8
Timur Luas
4 Bakongan | Bakongan 7.883 2 5
5 Kota Bukit 18.645 2 10
Bahagia Gading
6 Bakongan | Pasie 19.582 1 7
Timur Seubadeh
7 Kluet Suaq 11.463 3 17
Selatan Bakong
8 Kluet Paya Dapur | 45.992 2 7
Timur
9 Kluet Kota Fajar 7.370 3 19
Utara
10 | Pasieraja Kampung 10.037 2 20
Baru
11 | Kluet Koto 78.951 1 13
Tengah Manggamat
12 | Tapaktuan | Tapaktuan 10.203 2 15
13 | Samadua Samadua 10.666 4 28
14 | Sawang Sawang 19.781 4 15
15 | Meukek Kota Buloh | 46.533 4 22
16 | Labuhan Labuhan 5.383 3 16
Haji Haji
71 | Labuhan Tengah 9.448 2 11
Haji Timur | Peulumat
18 | Labuhan Blang 8.904 3 13
Haji Barat | Keujeren
Kabupaten Aceh | Tapaktuan | 418.556 43 248
Selatan

Sumber Data:RTRWK Aceh Selatan 2011.°

“https://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/98
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Sejak isu pemekaran wilayah dikumandangkan oleh pemerintah pusat
seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, Kabupaten Aceh Selatan telah mengalami dua Kali
pemekaran. Pertama, pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan
menjadi Kabupaten Aceh Singkil yang meliputi Kecamatan Simpang Kiri,
Simpang Kanan, Pulau Banyak, dan Singkil. Kedua, Pemekaran bagian lainnya
dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya yang
meliputi Kecamatan Manggeng, Tangan-Tangan, Blang Pidie, Susoh, Kuala
Batee, dan Babahrot.?

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup kawasan andalan pesisir
pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh, dimana sebagian besar dan kawasan
pemukiman diperkotaan berbatasan langsung dengan laut dan pesisir pantai
Barat-Selatan. Bentuk dan pola pemukiman yang linier dengan jalan utama
(Kolektor Primer) telah menghubungkan Kabupaten Aceh Selatan mulaidari jalur
jalan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat)-Jeuram (KabupatenNagan Raya)— Blang
Pidie (Kabupaten Aceh Barat Daya)-Tapaktuan—Bakongan(Kabupaten Aceh
Selatan) hingga ke daerah-daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Secara geografis kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan tersebut memiliki
arti penting dan strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya serta stabilitas

ketertiban dan keamanan.

*http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB
%2011%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc
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3.1.2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari
dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat
kemiringan sangat curam/terjal. Dari data yang diperoleh, kondisi topografi
dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal mencapai 63,45 %, sedangkan
berupa dataran hanya sekitar 34,66%. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak
pada lahan dengan keadaan morfologi datar—bergelombang sampai berbukit-bukit
dan pegunungan yang mempunyai tingkat kemiringan berkisar 45%—75%.*
3.1.3. Demografi

Kependudukan merupakan faktor penentu perekonomian karena
penduduk tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai sasaran pembangunan
terutama dalam hal investasi pendidikan yang merupakan posisi sentral dalam
pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya
manusia, oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah dari seluruh
sektor pembangunan, dimana salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan
adalah meningkatkan kesejahteraan dari penduduk itu sendiri. Oleh karenanya
pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan
kualitas serta pengarahan mobilitasnya guna menunjang kegiatan pembangunan.

Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu
lima tahun terakhir memperlihatkan angka yang fluktuatif, hal ini dipengaruhi
oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sepanjang tahun 2005-

2011, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan rata-

*http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB
%2011%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc
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rata 0,91 persen pertahun. Angka pertumbuhan ini tergolong sedikit lebih tinggi
dibanding laju pertumbuhan rata-rata penduduk Provinsi Aceh yang tumbuh
sebesar 0,47 persen pertahunnya.Kependudukan merupakan faktor penentu
perekonomian karena penduduk tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagali
sasaran pembangunan terutama dalam hal investasi pendidikan yang merupakan
posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas
sumberdaya manusia, oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah dari
seluruh sektor pembangunan, dimana salah satu tujuan dari pelaksanaan
pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dari penduduk itu sendiri. Oleh
karenanya pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas,
peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitasnya guna menunjang kegiatan
pembangunan.’

Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu
lima tahun terakhir memperlihatkan angka yang fluktuatif, hal ini dipengaruhi
oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sepanjang tahun 2005-
2011, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan rata-
rata 0,91 persen pertahun. Angka pertumbuhan ini tergolong sedikit lebih tinggi
dibanding laju pertumbuhan rata-rata penduduk Provinsi Aceh yang tumbuh

sebesar 0,47 persen pertahunnya.

*http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB
%2011%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc
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Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkalLapangan Pekerjaan

No. Lapangan Usaha Jumlah
1. Pertanian 41.740
2. Manufaktur 882
3. Jasa 43.610

Total 86.232

Sumber: BPS (Sakernas) 2011

Seiring dengan terjadinya tranformasi perekonomian daerah maka profesi
penduduk yang bekerja sebagai petani juga sudah mulai menurun. Sementara
penduduk yang bekerja pada sektor jasa dan manufaktur relatif meningkat
jumlahnya dalam proporsi penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Selatan.
Kondisi ini menunjukkan sektor pertanian tidak lagi dominan dalam menyerap
tenaga kerja di Kabupaten Aceh Selatan.’

3.1.4.  Profil Ekonomi

Secara faktual, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Selatan memang masih
bertumpu pada sektor pertanian dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, selain
itu sektor pendukung ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kabupaten
Aceh Selatan adalah sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Peranan ketiga sektor ini tidak tergeser dan komposisinyapun tidak mengalami
perubahan berarti. Sektor pertanian dan pertambangan (Sektor Primer) sebagai
penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Selatan pada
kurun waktu 2010 — 2012, diikuti sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel dan
restoran (Sektor Tersier). Tingkat perekonomian daerah masih sangat rentan, hal

ini disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal daerah.

®http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB
%2011%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc
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Faktor internal daerah, perilaku perekonomian yang masih bertumpu
pada sektor agraris dan sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor ini,
padahal sektor ini sangat peka terhadap perubahan jenis tanah dan kedalaman
efektif, topografi, cuaca, dan bencana alam. Produksi pertanian berupa bahan
mentah yang belum diproses menjadi bahan setengah jadi sehingga tidak
memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Di samping itu, investasi
pengelolaan potensi-potensi pertambangan belum optimal, belum ada energi
penggerak industri kecil dan menengah. Sarana dan prasarana jalan sebagai urat
nadi ekonomi daerah juga masih belum lancar.’

Faktor eksternal daerah, komoditi unggulan yang dipasarkan ke luar
daerah. Akan mengakibatkan pola permintaan dan harga dan disteribusi
ditentukan oleh pelaku-pelaku bisnis dari luar daerah. Proses produksi hasil-hasil
pertanian menjadi bahan jadi dilakukan di luar daerah. Bahan-bahan bangunan
non lokal dipasok dari luar daerah, menyebabkan ongkos bangunan menjadi lebih
mahal.

Namun sampai saat ini, pembangunan sektor pertanian yang telah
dilakukan belum juga mampu menjadikan sektor tersebut menjadi sektor
unggulan yang berbasis pada agrobisnis dan agro industri. Pemerintah Daerah
sangat menyadari hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pembangunan
pada sektor pertanian tersebut melalui perencanaan yang matang dan terintergrasi
dengan melibatkan SKPK terkait dalam pelaksaannya, seperti pengembangan

kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang berbasis agribisnis,

"http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB
%2011%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc
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pengembangan sentra peternakan dan pembibitan ternak, pengembangan kawasan
minapolitan, pengembangan kawasan perkebunan, pengembangan kawasan hutan
tanam industri serta pengembangan kawasan industri (KI) pengolahan terpadu
yang berbasis pertanian.Selain sektor primer, pertumbuhan ekonomi daerah juga
didorong oleh sektor sekunder yang terdiri dari sektor bangunan/kontruksi dan
industri pengolahan. Namun kontribusi sektor skunder ini dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) relatif masih kecil. Dalam Tahun 2012,
sektor primer memberi kontribusi sebesar 42.08%. Selanjutnya diikuti sektor
tersier dengan kontribusi sebesar 37.04% dan sektor Skunder dengan kontribusi
sebesar 20,88%.

Terkait dengan lokasi penelitian, TrumonTengah adalah sebuah
kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, ProvinsiAceh, Indonesia. Kecamatan ini
merupakan Kecamatan pemekaran melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4
Tahun 2010. Kecamatan ini memiliki 10 gampong (desa). Yaitu Gampong Cot
Bayu, Gampong Teungoh, Gunong Kapo, le Jeureuneh, Jambo Papeun, Krueng
Batee, Ladang Rimba, Lhok Raya, Naca dan Gampong Pulo Paya.’Letak
kecamatan tersebut berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah Utara
dan Kecamatan Trumon di sebelah Barat. Sebagai sebuah kecamatan, Tumon
Tengah memiliki jajaran aparat untuk membantu memudahkan pemerintah daerah

dalam proses pelayanan publik.

®http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB
%2011%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc

*https://id.wikipedia.org/wiki/Trumon_Tengah. Aceh_Selatan, diakses pada tanggal 2
Agustus 2016.
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Pada tahun 2014, jumlah penduduk Trumon Tengah mencapai 5.415
jiwa. Angka ini mengalami penurunan yang pada tahun sebelumnya jumlah
penduduk mencapai 5.476 jiwa.Adapun kepadatan penduduk di Kecamatan
Trumon Tengah sampai dengan sekarang ini berjumlah 17 jiwa/KK (Kartu
keluarga) setiap km?. Terkait dengan penduduk di kecamatan ini rata-rata bekerja
sebagai petani, pedagang, PNS.Selain itu bekerja sebagai buruh/pegawai swasta
dan industri rumah tangga.*®
Dibidang pendidikan dan keagamaan, di wilayah tersebut masihminim
ketersediaan sarana pendidikan, selain itu sarana pandidikan dibidang keagamaan
juga terbatas, seperti TPA dan Pesantren.Ketersediaan sarana pendidikan tersebut
pada prinsipnya dapat menjamin kelangsungan hidup keberagamaan dengan
baik.Masyarakat dapat memahami sistem dan konsep ajaran Islam dengan
baik.Namun, di Kecamatan tersebut sarana pendidikan tersebut masih belum
memadai untuk sebuah kecamatan.Walaupun demikian, sarana peribadatan

lainnya seperti mesjid dan surau, telah ada di setiap desa.'

3.2. Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan di Bawah Umur karena
Khalwat

Persepsi masyarakat menurut pendapat para ahli sosiologi hukum
memiliki beragam defenisi. Diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Kartono dan
Gulo, bahwa persepsi masyarakat merupakanpersepsi, penglihatan, tanggapan,

yaitusuatu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam

pikutip dalam Statistik Daerah Kecamatan Trumon Tengah 2015, dimuat dalam:https
:/lacehselatankab.bps.go.id/ websiteV2/ pdf publikasi /Statistik- Daerah- Kecamatan- Trumon-
Tengah-2015.pdf, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

“pikutip dalam Statistik Daerah Kecamatan Trumon Tengah 2015, dimuat dalam:https
:/[acehselatankab.bps.go.id/ websiteVV2/ pdf publikasi /Statistik- Daerah- Kecamatan- Trumon-
Tengah-2015.pdf, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.



https://acehselatankab.bps.go.id/%20websiteV2/pdf%20publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon%20-Tengah-2015.pdf
https://acehselatankab.bps.go.id/%20websiteV2/pdf%20publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon%20-Tengah-2015.pdf
https://acehselatankab.bps.go.id/%20websiteV2/pdf%20publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon%20-Tengah-2015.pdf
https://acehselatankab.bps.go.id/%20websiteV2/pdf%20publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon%20-Tengah-2015.pdf
https://acehselatankab.bps.go.id/%20websiteV2/pdf%20publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon%20-Tengah-2015.pdf
https://acehselatankab.bps.go.id/%20websiteV2/pdf%20publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon%20-Tengah-2015.pdf
https://acehselatankab.bps.go.id/%20websiteV2/pdf%20publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon%20-Tengah-2015.pdf
https://acehselatankab.bps.go.id/%20websiteV2/pdf%20publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon%20-Tengah-2015.pdf
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lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, atau pengetahuan
lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Sedangkan menurut
Davidoff, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan.
Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu
melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut
diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya
merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui
proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti
setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.*?

Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa persepsi
masyarakat merupakansebagai prosesdimana individu-individumengorganisasikan
dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepadalingkungan
mereka. Dapat juga diartkan sebagai sebuah proses dimana sekelompok individu
yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan
terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Terkait dengan pemasalahan ini, persepsi masyarakat dimaksudkan yaitu
pandangan dan tanggapan masyarakat Trumon Tengah Kebupaten Aceh Selatan,
mengenai pernikahan di bawah umur, sebagai bagian dari hukuman yang
ditetapkan oleh adat gampong, karena telah bebuat khalwat. Bertalian dengan
masalah ini, secara umum agama Islam tidak mengatur mengenai batasan umur
seseorang dibolehkan atau tidak untuk melakuan pernikahan. Namun, pernikahan

dapat dilakukan oleh seseorang ketikatelah mencapai usia baligh, dan mampu baik

2http:/ipengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-pemahaman-
persepsi.html



52
secara materi maupun secara psikologis untuk menanggung beban tanggung jawab
dalam sebuah rumah tangga. Istilah perkawinan di bawah umur umumnya
dipahami dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah
perkawinan di bawah umur ini tentunya dipengaruhi oleh adanya pembatasan
umur yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk regulasi perundang-undangan
terkait dengan usia seseorang boleh untuk menikah. Berbeda dengan kasus
perkawinan yang dilakukan karena khalwat, dimana pelaku khalwat dapat berupa
pasangan yang telah mencapai usia matang untuk menikah, serta dapat juga
dilakukan terhadap pasangan yang justru oleh pandangan yuridis dianggap masih
di bawah umur.

Praktek perkawinan yang dilakukan terhadap pasangan khalwat di bawah
umur biasa dilakukan dalam suatu masyarakat hukum yang masih kuat menganut
sistem hukum adat.Salah satunya seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan
Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.Akan tetapi, jika dilihat dari sudut
pandang fikih dan perundang-undangan, tidak ditetapkan mengenai
dibolehkannya seorang pelaku khalwat dibawah umur dinikahkan dengan
pasangan khalwatnya.

Namun, dalam hal ini terdapat beberapa tanggapan atau pandangan
masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan pelaku khalwat di
bawah umur. Terdapat keterangan bahwa pelaku khalwat dapat dinikahkan ketika
telah menjalani proses adat yang berlaku. Salah satu proses hukum adat tersebut
misalnya kedua pasangan dikenakan sanksi adat terlebih dahulu berupa

pembayaran sejumlah denda yang telah ditetapkan, dan kemudian baru
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dinikahkan.Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Geuchik pada saat
penulis berkunjung dirumah beliautepat jam 10 malam selesai shalat tarawih di
salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh
Selatan sebagai berikut:
“Pasangan pelaku khalwat di bawah umur dapat dinikahkan berdasarkan
hukum adat di daerah ini. Sebelum kedua pasangan dinikahkan, terlebih dahulu
masing-masing pihak harus membayar denda adat, baik berupa uang, hewan
ternak dan lainnya. Denda ini disesuaikan dengan hasil keputusan musyawarah
adat.Setelah itu, kedua pasangan dinikahkan oleh pihak keluarga, yang dalam
prosesnya dihadiri oleh tokoh adat, tengku imum dan perangkat desa
lainnya”.13
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan perkawinan
yang dilakukan antara pasangan khalwat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi.
Hal ini seperti yang dinyatakan oleh salah seorang responden ketika berada di
warung kopi dekat rumahnya bertepatan pada jam 22:30 WIB bahwa proses
mengawinkan pasangan khalwat di bawah umur juga merupakan bagian dari
hukuman.Beliau mengatakan:
“Bahwa pernikahan yang dilakukan untuk pelaku khalwat harus memenuhi
sanksi adat walaupun sipelaku khalwat masih di bawah umur yaitu 15 (lima
belas) tahun, tetapi diberikan sanksi untuk dinikahkan, karena di daerah
Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di

Gampong le Jeureuneh, bagi siapa saja yang kedapatan melakukan
perzinaan atau khalwat akan dinikahkan sesuai dengan adat setempat.'*”

Pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya unsur paksaan akan
berimpilakasi/berakibat pada eksistensi pernikahan itu sendiri. Pernikahan di
bawah umurakan berakibat buruk pada kedua pasangan. Misalnya, tidak

terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, rentan terjadi kekerasan

¥Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan
Trumon Tengah, pada tanggal 28 Juni 2016.

Y“Wawancara dengan Abdul Manan, Tuha Peut Gampong le Jeureuneh Kecamatan
Trumon Tengah, pada tanggal 29 juni 2016
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fisik, mudah terjadi perceraian, tidak mampu menyelesaikan serta tidak dewasa
menyikapi masalah keluarga. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang
responden ketika lagi duduk di warung kopi dekat jembatan Desa Ladang Rimba
pada jam 17:00 WIB dengan keterangan sebagai berikut:

“Pernikahan yang dilakukan ketika usia masih muda, akan mudah
bercerai.Karena mereka atau masing-masing pasangan tidak mampu
menyikapi masalah secara dewasa. Selain itu, nafkah keluarga yang justru
menjadi salah satu kewajiban dalam keluarga juga akan tidak dipenuhi. Hal
ini kemudian yang menjadi pertimbangan, mengapa perkawinan dini atau di

bawah umur harus dihindari”.*®

Keterangan yang sama juga diperoleh dari tokoh masyarakat M. Din
ketika berkunjung kerumahnya tepat jam 19:30 WIB yang sebelumnya juga
pernah kerumah beliau akan tetapi tidak langsung masuk kepembahasan yang
menyangkut dengan penelitian penulis, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Pernikahan dibawah umur menurut saya dapat saja dilakukan jika kedua
pasangan sudah saling suka sama suka. Namun, kenyataannya mereka
belum mampu untuk mengemban tanggung jawab yang besar, masih berusia
antara 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) tahun,masih duduk di bangku
SPM (sekolah pertama menengah), dimana pihak suami nantinya
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika hal ini tidak
dipenuhi, maka akan terjadi pertengkaran dan tahap akhirnya yaitu
perceraian. Oleh karena itu, pihak yang yang ingin melangsungkan
pernika?gn harus betul-betul dilihat kesiapannya, baik kondisi fisik maupun
psikis.”

Selainitu, masyarakat juga menyatakan pandangannya dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.Dimana, anak di bawah umur dapat

dinikahkan ketika telah mendapat persetujuan dari pihak wali. Hal ini

®Hasil wawancara dengan Warga le Jeureuneh, M. Din, Kecamatan Trumon Tengah,

pada tanggal 29 Juni 2016
®Hasil wawancara dengan warga le Jeureuneh, Ramadhan, Kecamatan Trumon Tengah,

pada tanggal 29 Juni 2016
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sebagaimana dijelaskan oleh Tgk imemciek ketika selasai shalat magrib di
masjidKrueng batee, pernyataan beliau sebagai berikut:
“Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7.Bahwa
pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan
belas) tahundan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Ketentuan batas umur ini. Ketentuan ini tentunya didasari kepada
pertimbangan kemaslahatan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan.
Dengan demikian, ketika pelaku khalwat di bawah umur dinikahkan, serta
pernikahannya didasari atas asumsi sebagai bagian dari sanksi adat, maka
pernikahannya dapat saja dibenarkan.Karena sebelumnya orang tua telah
setuju anaknya untuk dinikahkan.Perkawinan ini sejalan dengan prinsip
yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah siap

jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”.!’

Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat di atas dapat dipahami bahwa
pernikahan di bawah umur seyogyanya tidak dilakukan. Mengingat banyaknya
kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul dikemudian harinya.

Sebaliknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh adat,
bahwa jika seseorang yang berumur di bawah usia pernikahan yang seharusnya
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang, kemudian kedapatan
melakukan khalwat, maka pelaku harus dikenakan sanksi adat, salah satunya
dengan menikahkan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan semata untuk
menghindari keraguan bahwa mereka telah berbuat zina, tetapi tidak cukup bukti
untuk menvonis perbuatan tersebut telah dilakukan atau tidak. Dengan demikian,

jalan terakhir adalah menikahkan mereka.*®

"Wawancara dengan warga Krueng Bate, tengku imam krueng bate Kecamatan
Trumon Tengah, Marzawan, pada tanggal 30 Juni 2016

¥\Wawancara dengan warga Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah, Tokoh Adat,
Ismail, pada tanggal 30 Juni 2016
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Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh salah seorang Geuchik pada
saat duduk di sebuah warung kopi dekat desanya tepat jam 21:30 WIB, sebagai
berikut:

“Seorang pelaku khalwat di bawah umur dapat dinikahkan dengan pasangan
khalwatnya, baik pelaku telah dewasa dan dianggap mampu untuk menikah,
maupun pelaku khalwat di bawah umur. Untuk pelaku termasuk di bawah
umur, tentunya proses pernikahan yang dilakukan terhadap mereka akan
menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya yaitu mudah terjadinya
perceraian. Namun, pernikahan tersebut harus tetap dilakukan dengan alasan
bahwa hal tersebut merupakan bentuk hukuman yang bertujuan agar
perbuatan khalwat di bawah umur tidak terjadi lagi.Selain itu, langkah ini

dilakukan untuk menghindari terjadinya persangkaan zina diantara
mereka”.

Ketika penulis berkunjung kerumah T. Usman tepat jam 17:30 WIB,
beliau menyatakan bahwa pelaku dapat melakukan khalwat ketika kurang
dilakukannya kontrol keluarga.Beliau menambahkan bahwa orang tua tidak
memberikan batasan yang tegas terhadap anak.Misalnya anak tidak boleh
keluarsampai larut malam walaupun dengan alasan-alasan yang diberikan anak.
Ketika kontrol keluarga tidak diberikan, tentunya berakibat padadilakukannya
perbuatan khalwat hingga larut malam, dan hal ini dimungkinkan perbuatan
zinaakan terjadi. Dinyatakan pula bahwa anak perempuan yang tidak dijaga
dengan baik, maka akan menimbulkan efek negatif terhadapnya, seperti terlanjur
melakukan hubungan di luar pernikahandan bepergian berdua sampai larut
malam.?

Salah satu hasil wawancara juga dilakukan dengan orang tua yang

memiliki anaknya yang dinikahkan oleh Pak Geuchik karena kedapatan

®Wawancara dengan warga le Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah, Keuchik,
Kaharuddin, pada tanggal 28 juli 2016

2\Wawancara dengan warga Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, T. Usman,
pada tanggal 29 juli 2016.
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melakukan kahlwat di bawah umur. Sehingga, mereka terpaksa dinikahkan sesuai
sanksi adat yang terdapat di Gampong Krueng Batee. Hal ini sebagaimana
dikemukan oleh para orang tua berikut ini:

“Bahwa benar anak saya tertangkap basah oleh parangkat Gampong di
tempat perempuan itu tinggal. Status siperempuan tersebut masih duduk
dibangku SMP (Sekolah Menengah Pertama), sedangkan anak laki-laki saya
sudah mencapai umur 24 (dua puluh empat) tahun. Ketika itu pula
perangkat desa langsung mengambil sebuah kebijakan untuk menikahkan
paksa tanpa menungggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan

khalwat maupun pihak keluarganya. Pada malam itu anak saya ditangkap
dan dinikahkan dimenasah.”*

Berdasarkan beberapa uraian pernyataan dari responden di atas, maka
dapat diketahui bahwa masyarakat beranggapan pernikahan di bawah umur
seharusnya tidak dilakukan, dengan pertimbangan keharmonisan rumah tangga
mereka. Berdasarkan beberapa data dan fakta yang penulis temukan bahwa, dari
100 persen pasangan yang dinikahkan karena khalwat 40 persen diantaranya
mengalami kegagalan, disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang belum
mampu mereka tangani yang muncul dalam keluarga.

3.3. Proses Hukum Adat dalam Menangani Kasus Khalwat pada
Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah

Dalam penegakan dan penyelesaian suatu masalah hukum, biasanya
dikembalikan pada kontruksi hukum yang ada dalam suatu daerah. Khusus pada
masyarakat Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, keseluruhan masalah
hukum biasanya diselesaikan menurut hukum adat.?’Telah menjadi suatu

ketetapan bahwa perbuatan khalwat merupakan bagian dari bentuk perbuatan

ZlyWawancara dengan warga Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah,orang
tua pelaku khalwat, Tuti, pada tanggal 1 juli 2016

22Keterangan tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik
Gunung KaphoKecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.
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pidana, yang perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dalam
hal ini, penyelesaiannya harus dikembalikan pada suatu aturan hukum pidana,
terkhusus di Aceh telah dimuat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan proses penyelesaian
hukum mengenai perbuatan khalwat ini dilakukan berdasarkan hukum adat seperti
yang terjadi di Kecamatan Trumon Tengah.

Terkait dengan kasus khalwat, proses hukum yang dilakukan oleh tokoh
adat gampong khususnya Trumon Tengah adalah dengan menggunakan resam
gampong yang sudah menjadi adat / kebiasaan masyarakat setempat mengenai
kasus tersebut. Adapun resam yang digunakan oleh tokoh adat gampong terkait
kasus khalwat tersebut ialah sebagai berikut:

a. Setiap pasangan yang melakukan khalwat akan dibawa ke kantor Keuciek
dan kemudian langsung dinikahkan dengan dihadirkan pihak keluarga.

b. Mahar bagi pelaku khalwat tersebut satu (1) manyam emas dan uang lima
ratus ribu (500.000).

c. Pasangan yang kedapatan melakukan khalwat/mesum akan dikenakan
sanksi berupa dua (2) atau satu (1) ekor kambing jantan serta bahan
selengkapnya, seperti beras, kelapa serta bahan-bahan lainnya dan denda
sejumlah uang tunai yaitu satu juta lima ratus ribu (1.500.000).

Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus mengenai masalah khalwat.
Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa setiap orang yang telah terbukti
berbuat khalwat, maka pelaku akan dibawa ke Kantor Geuchik. Dalam hal ini,

para tokoh adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga
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masing-masing pelaku.?® Sebagaimana dijelaskan oleh Muhibbuddin ketika lagi
duduk diwarung kopi selesai shalat tarawih, bahwa kedua pelaku harus menjalani
proses hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Adapun keterangannya

adalah sebagai berikut:

“Jika seseorang telah terbukti melakukan khalwat, orang tersebut harus
menempuh proses hukum sebagaimana proses hukum yang terdapat di daerah
ini, yaitu dengan hukum adat. Kami dari kalangan tokoh adat akan
mengundang keluarga pelaku yang kemudian dihadirkan dalam proses sidang
adat. Dalam keputusan sidang tersebut, biasanya pelaku diberikan hukuman
berupa sejumlah uang atau barang lainnya yang bersifat memberatkan
pelaku.Pembayaran denda adat tersebut berlaku sejak hasil sidang
dibacakan.Selanjutnya pihak pelaku kemudian diberikan bimbingan, serta
kemudian dilakukan musyawarah pelaksanaan pernikahan kedua pasangan
khalwat”.?

Selain keterangan di atas, penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh
Fakhrul ketika berkunjung kerumahnya, beliau adalah salah seorang anggota Tuha
Peut Gampong Jambo Papeun, dimana pihak pelaku yang didapati telah
melakukan meusun atau khalwat akan disidangkan dalam suatu majelis adat
gampong.Pihak keluarga pelaku juga diundang dengan tujuan salah satunya yaitu
penentuan hari pernikahan pelaku khalwat.*proses hukum tersebut dilakukan
berdasarkan penyelesaian-penyelesaian kasus terdahulu yang sebelumnya juga
pernah dilakukan.

Terkait dengan penanganan kasus khalwat, T. Munir menerangkan
bahwa terdapat kasus khalwat yang dilakukan oleh yang berinisial A dan M warga

Gampong Jambo Papeun. Dalam hal ini, kedua pelaku diadili melalui proses

Z\Wawancara Dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon
Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

2Wawancara dengan Muhibbuddin, Tuha Peut Gampong Gunong Kapho Kecamatan
Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

Z\Wawancara dengan Fakrul, Tuha Peut Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon
Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.
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hukum, dimana tokoh adat melalukan musyawarah adat untuk menetapkan sanksi.
Masih dalam keterangan yang sama, bahwa kedua pihak dikenakan denda adat
dalam kategori pembayaran denda adat sebanyak dua ekor kambing jantan.
Disamping itu, dalam hasil musyawarah adat, kedua pihak harus dinikahkan
mengingat terdapat kemungkinan mereka telah melakukan hubungan yang
dilarang (zina), meskipun bukti untuk menetapkan keduanya tidak sampai pada
putusan perzinaan.?®

Dari keterangan di atas, diperoleh juga pernyataan dari salah seorang
warga bahwa mereka dinikahkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di
Gampong Jambo Papeun, yang sebelumnya mereka terlebih dahulu membayar
denda adat sebanyak dua ekor kambing.Kasus tersebut terjadi pada tanggal
4Desember 2015.Kedua orang tua, baik dipihak laki-laki maupun dari pihak
keluarga perempuan ikut dalam musyawarah adat tersebut.?’

Bertalian dengan hal di atas, di bawah ini diperoleh ketarangan dari
pelaku khalwat, antara D dan S di Gampong le Jeureuneh ketika berkunjung
kerumahnya tepat jam 19:00 WIB, sebagai berikut:

“Menurut saya, kasus yang telah menimpa saya tidak lagi terjadi di Gampong
ini.Karena, perbuatan ini sangat memalukan keluarga.Mengenai hukuman
yang telah diberikan kepada kami, telah kami laksanakan.Denda adat tersebut
berupa dua ekor kambing, selain itu kami dinikahkan.Namun, saya waktu itu
betul-betul belum melakukan hubungan suami isteri. Walaupun demikian,
hukuman seperti ini tetap kami terima karena ini merupakan keputusan dari

tokoh adat dan merupakan ketentuan hukum di Gampong ini sendiri, dan saya
waktu itu memang siap untuk menikah dengannya (pen: S)”.28

®Katerangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo
PapeunKecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.

Z"Hasil wawancara dengan Alfian, Pelaku khalwat di Gampong Jambo
PapeunKecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

2Hasil wawancara dengan Dirman, Pelaku Khalwat di le JeureunehKecamatan Trumon
Tengah, pada tanggal 5 Juli 2016.
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Secara umum, penyelesaian hukum adat terkait dengan kasus khalwat
biasanya tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk diberi denda. Namun,
mengenai masalah perkawinan ini, tergantung pada konstruksi hukum di daerah
tertentu.Untuk daerah Trumon Tengah khususnya, proses mengawinkan pihak
pelaku juga menjadi bagian dari bentuk sanksi hukum adat. Keterangan ini
sebagaimana disampaikan oleh Marzawan, bahwa disetiap daerah tentunya
memiliki perbedaan dalam menangani suatu masalah hukum. Khusus dalam
masalah khalwat, di Kecamatan Trumon Tengah secara umum melakukan proses
menikahkan pihak pelaku khalwat yang diawali dengan musyawarah adat
mengenai penentuan hari, penentuan mahar atau mas kawin dan lain sebagainya.?

Berkaitan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat 6 (enam ) kasus
khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat yang ada di Kecamatan Trumon
Tengah. 2 (dua) diantaranya kasus yang terjadi di Ladang Rimba, kemudian 1
(satu) kasus yang terjadi di Gunong Kapho, serta tiga lainnya yang terjadi di
Jambo Papeun.®Salah satu kasus yang terjadi di Ladang Rimba yang ditangkap
oleh pemuda.Dalam hal ini, kedua pasangan di sidangkan dalam suatu majelis
adat. Keterangan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang warga
sebagai berikut:

“Paling tidak terdapat dua kasus yang terjadi di desa Ladang Rimba. Salah
satunya kasus yang dilakukan penangkapan terhadap pelaku oleh para
pemuda.Setelah itu perangkat desa setempat mengambil sebuah kebijakan

dengan cara memberlakukan hukum adat desa setempat yaitusebelumnya
mereka dimandikan dimenasah Gampong Ladang Rimba. Padahal usia

Z\Wawancara dengan Marzawan, Teungku Imum Gampong Krueng Batee Kecamatan
Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

®Katerangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo
PapeunKecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.
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mereka masih dikategorikan remaja yaitu masih duduk di bangku Sekolah
Menengah Pertama yang perempuan dan yang laki-laki masih duduk di
bangku sekolah menengah atas.Mereka dikenai hukuman denda dengan
membayar dua ekor kambing jantan berikut dengan mengawinkan pihak
pelaku, karena diragukan telah melakukan perbuatan zina. Dengan

pertimbangan tersebut, proses perkawinan menurut tokoh adat semestinya
dilakukan.”®

Kemudian kasus selanjutnya terjadi pada satu pasangan di desa Gunong
Kapho, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang responden sebagai berikut:
“bahwa pelaku dinikahkan karena kedapatan tengah berduaan di tempat sunyi
malam hari dan oleh pemuda setempat memukuli pelaku, karena sesuai
peraturan gampong tersebut, bahwa sepasang pasangan yang belum menikah
tidak boleh berduaan di tempat sepi.Kemudian,pelaku dibawa kemenasah

serta sesuai kesepakatan harus membayar denda satu kambing serta keduanya
dinikahkan™*

Dari beberapa keterangan di atas, dipahami bahwa pasangan yang telah
melakukan khalwat, meskipun tidak dapat dibuktikan perbuatan mereka berbuat
zina, maka pelaku dinikahkan berdasarkan hukum adat yang berlaku.Pada
prinsipnya, proses penyelesaian masalah hukum melalui hukum adat yang secara
turun temurun telah berlangsung dijalankan diharapkan mampu meminimalisir
kejahatan khalwat dikemudian hari. Namun demikian, terkait dengan proses
hukum menikahkan pelaku khalwat, apalagi para pelaku masih dalam kategori di
bawah umur, tentunya perlu dikaji ulang. Mengingat, suatu masalah tidak semata
dijalankan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, akan tetapi
harus dilakukan penyesuaian dengan hukum Islam khususnya.

Proses Hukum Adat dalam Menangani Kasus Khalwat pada Masyarakat

Kecamatan Trumon Tengah, pertama karena sudah beberapa kasus yang terjadi,

*l\Wawancara dengan Bahari, warga masyarakat Ladang RimbaKecamatan Trumon
Tengah, pada Tanggal 5 Juli 2016

*\Wawancara Dengan pelaku khalwat, Ladang RimbaKecamatan Trumon Tengah,
salman Pada Tanggal 5 Juli 2016
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sehingga dalam prosesnya,posisi hukum adatmenempati posisi yang strategis
dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Penegakan hukum adat ini juga
dilakukan dengan syarat diperhatikankesesuaiannya dengan hukum Islam.dengan
tujuan sebagai efek jera bagi masyarakat, kemudian agar orangyang sudah
dinikahkan tersebut dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak
melakukankhalwat.

3.4. Faktor-Faktor dan Pertimbangan Hukum Tokoh Adat dalam
Menikahkan Pelaku Khalwat di Bawah Umur

Dalam menyelesaikan masalahkhalwat yang berakhir pada penetapan
sanksi terhadap pelaku, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan hukum.dalam
hal ini, pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana tokoh adat
mempertimbangkan fakta yang terungkap selama musyawarah adat atau
persidangan berlangsung. Untuk itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut
dijadikan sebagai penguat atau justifikasi bahwa pelaku dapat dihukum.

Berkaitan dengan masalah pernikahan pelaku khalwat di bawah umur,
terdapat beberapa alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan pemangku adat
(tokoh adat) dalam menyelesaikan kasus khalwat.Diantara informasi mengenai
alasan pertimbangan hukum dalam mengawinkan pelaku khalwat adalah karena
ada dua faktor. Kedua faktor dan alasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan dan tuntutan dalam hukum adat

Salah satu pertimbangan hukum mengawinkan pelaku khalwat adalah
karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri. Dimana, pelaksanaan proses
mengawinkan pasangan khalwat tidak hanya dilakukan dewasa ini, namun

penyelesaian hukum tersebut juga telah ada dan dilakukan pada tokoh-tokoh adat
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sebelumnya. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari salah seorang tokoh
adat mengatakan bahwa pelaku khalwat harus diberikan hukuman, baik pelaku
telah mencapai umur untuk kawin maupun anak-anak yang berada di bawah
umur.Namun, untuk kasus anak di bawah umur tentunya dilakukan pertimbangan-
pertimbangan, seperti pelaku masih anak kecil.**Begitu juga keterangan yang
disampaikan oleh kepala desa Ladang Rimba, dimana pelaku tetap diberikan
hukuman, baik berupa hukuman denda hingga pada hukuman dengan
mengawinkan pelaku.*

Proses hukum adat yang ada pada masyarakat Trumon Tengah terkait
dengan penanganan kasus khalwat telah dilakukan secara turun temurun, dan
pelaksanaannya biasanya menghadirkan seluruh anggota adat, baik itu kepala
desa, Tuha Peut serta teungku imum.Kedua pelaku berikut dengan perwakilan
keluarga biasanya dihadirkan dalam sidang.Dalam hal ini, pelaku biasanya
diberikan hukuman denda berupa uang atau binatang ternak. Selanjutnya, kedua
pelaku akan dinikahkan. Keterangan tersebut sebagaimana dapat dipahami dari
penjelasan salah seorang tokoh adat sebagai berikut:

“Jika seseorang kedapatan melakukan perbuatan meusum atau khalwat,
biasanya akan diselesaikan berdasarkan proses hukum adat di daerah ini.
Kedua pelaku harus dikenakan sanksi adat berupa pembayaran sejumlah
uang, atau dalam bentuk harta lainnya seperti binatang ternak.Selain itu,
kedua pasangan tersebut harus dinikahkan.Perihal menikahkan kedua pelaku
tentunya dilalui berbagai pertimbangan, dimana salah satu pertimbangan
tokoh adat adalah mengenai usia pelaku, jika pelaku sudah besar walaupun

*Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan
Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

**Hasil wawancara dengan Tamren, Tuha Peut Gampong Krueng Batee Kecamatan
Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.
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umurnya belum mencapai usia nikah, misalnya anak SMP dan anak SMA,

maka mereka tetap dinikahkan”.*

Dijelaskan pula bahwa hukum adat yang selama ini diberlakukan
diharapkan mampu memperkecil angka pelanggaran jenis khalwat di daerah
Trumon Tengah khususnya. Walaupun proses pelaksanaan pernikahan tersebut
tidak disetujui oleh pihak keluarga, baik pihak keluarga pelaku laki-laki maupun
perempuan, namun ketentuan tersebut tetap menjadi satu pilihan utama
berdasarkan tuntutan hukum adat yang berlaku.*

Oleh karena itu, dipahami bahwa hukum adat tersebut dijadikan salah
satu rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus khalwat. Proses
menikahkan pihak pelaku khawat di bawah umur tidak lain sebagai bagian dari
penegakan hukum yang tujuannya adalah agar kasus-kasus yang serupa dapat
terminimalisir dan bahkan diharapkan tidak terjadi dikemudian hari.

2. Alasan pencegahan perzinaan

Alasan atau pertimbangan hukum kedua vyaitu karena alasan
perzinaan.Dalam arti bahwa perbuatan khalwat yang dilakukan seseorang dapat
mengarah pada perbuatan zina.Dengan demikian, pihak pelaku diragukan
perbuatannya apakan telah berbuat zina atau tidak.Untuk itu, untuk menghindari

kehamilan di luar nikah, maka kedua pasangan harus dinikahkan. Sebagaimana

®Hasil wawancara dengan Muhibbuddin, Tuha Peut Gampong Gunong Kapho
Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

*Hasil wawancara dengan Sulaiman, warga Gampong Ladang Rimba Kecamatan
Trumon Tengah, pada tanggal 5 Juli 2016.
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penjelasan yang dinyatakan oleh salah seorang tokoh pemangku adat bahwa
pelaku khalwat akan dinikahkan mengingat alasan terjadinya perzinaan.®’
Salah satu hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku khalwat yang dinikahkan secara adat tentunya didasari atas beberapa
pertimbangan, misalnya karena alasan hukum adat yang ada di daerah ini.
Selain itu, alasan lain adalah kita tidak mengetahui apakah pelaku telah
melakukan hubungan di luar nikah atau tidak. Untuk itu, agar tidak terjadi
kelahiran dan kehamilan di luar nikah, maka tokoh adat sepakat untuk

menikahkan pelaku, meskipun pelaku tergolong di bawah umur dan telah

b'<1ligh/dewasa”.38

Demikian juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang
responden, bahwa untuk mencegah terjadinya perzinaan ke depannya, maka
pelaku khalwat harus diberi sanksi hukum berupa menikahkan pihak
pelaku.Karena kondisi perbuatan mereka tidak diketahui secara jelas terkait
dengan berbuat perzinaan, maka salah satu langkah dan solusi hukumnya adalah
dengan menikahkan.*

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pada dasarnya tidak
ditemui/diperoleh penyelesaian hukum seperti tersebut di atas. Dalam Qanun
Jinayat Aceh misalnya, tidak dijelaskan harus ditentukannya langkah hukum
menikahkan pihak pelaku, namun yang ada hanya pelaku diberikan hukuman
cambuk.Mengenai perbuatan khalwat, hal ini dikategorikan sebagai bagian dari
tindak pidana, serta harus diberikan sanksi dalam bentuk hukuman ta’zir atas

wewenang pemerintah. Ketentuan hukuman bagi pelaku khalwat yaitu hukuman

*"Hasil wawancara dengan Fakrul, anggota Tuha Peut Gampong Jambo Papeun
Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

®Hasil wawancara dengan Makyunan, Teungku Imum Gampong Jambo Papeun
Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

*Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan
Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.
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ta’zir dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda sebanyak
100 gram emas atau penjara paling lama 10 (bulan).*

Namun demikian, hukum adat menentukan lain, pelaku dapat saja
dinikahkan, serta hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi
seseorang untukdilaksanakannya perkawinan khususnya terkait kasus khalwat.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi
warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah
diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan
fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan
keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena
pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang
mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan
batin.Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa
dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan
kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan
bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Kemudian dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal
26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,
memelihara, mendidik dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada

usia anak-anak.

“pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dinas
Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh: Dinas Syariat
Islam 2015), him. 27.
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3.5. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahandi
Bawah Umur Yang Dilakukan oleh Pelaku Khalwat

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukumyang
secara alamiah akan dilalui oleh seorang. Dalam hal ini, perkawinan yang
dilangsungkan diharapkan dapat mencapai tujuan yang baik, yaitu sakinah,
mawaddah dan rahmah. Untuk itu, perbuatan hukum berupa perkawinan
hendaknya dilaksakan atas unsur suka sama suka, tanpa ada tekanan dan paksaan
dari pihak manapun.

Terkait dengan proses menikahkan pelaku khalwat di bawah umur,
belum ada ketentuan legitimasinya dalam hukum, baik hukum Islam maupun
hukum positif. Dalam realita masyarakat, pernikahan tersebut dianggap sebagai
bagian dari proses pelaksanaan hukum adat. Dimana, setiap orang Yyang
melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan norma susila dan moral, termasuk
di dalamnya perbuatan khalwat di bawah umur, akan dikenakan sanksi adat.
Namun, dalam hukum Islam, tidak dikenal bentuk hukuman dengan mengawinkan
pihak pelaku khalwat di bawah umur.Bahkan pada tataran pengkajian keabsahan
hukum, proses mengawinkan tersebut juga bukan bagian dari hukum adat. Hal ini
sebagaimana dapat dipahami dari salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh).*

Dalam hal ini, MPU Aceh menetapkan sebuah fatwa, tepatnya dalam
Fatwa Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, yang
intinya menyatakan bahwa menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum

bukanlah ‘ugubat menurut syar’iat dan adat. Artinya bahwa hukum Islam atau

*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum
Nikah Pelaku Meusum.
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lebih tepatnya fikih Islam belum atau tidak menetapkan hukum bagi pelaku
khalwat harus dinikahkan.Kalaupun pelaku tersebut dinikahkan, terlebih dahulu
masing masing pihak diminta persetujuan, sebagaimana terdapat keterangan
dalam poin putusan ketiga fatwa MPU Aceh. Adapun keputusan fatwa MPU Aceh
secara rinci dapat digambarkan di bawah ini:

Pertama : Menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah ‘uqubat
menurut syar’iat dan adat;

Kedua : Khalwat/meusum yang diselesaikan dengan ketentuan adat hendaknya
mengikuti ketentuan Qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan
kehidupan adat dan adat istiadat;

Ketiga : Sekiranya pelaku khalwat/meusum dinikahkan harus ada kerelaan

kedua belah pihak setelah mendapat pembinaan/ nasehat dari pemangku
adat dan KUA setempat serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan;*

Sebagaimana penjelasan awal bahwa dalam hukum Islam, perkawinan
hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, dalam arti bahwa perkawinan
tidak dilakukan atas dasar paksaan dari siapapun, baik dari pihak keluarga
maupun dari orang lain. Asas suka rela antara kedua pasangan ini kemudian
menjadi salah satu prinsip penting dalam perkawinan Islam.

Berbeda halnya dengan suatu kondisi dimana seseorang harus
dinikahkan, misalnya antara seorang pria dengan seorang wanita telah melakukan
khalwat atau meusum.Dalam Islam, tidak ada keterangan bahwa dalam kondisi-
kondisi tertentu seseorang wajib dinikahkan, apalagi dalam kondisi seseorang
diketahui telah berbuat meusum atau ber-khalwat.Khalwat/mesum merupakan
salah satu perbuatan munkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula

dengan adat istiadat yang berlaku, karena perbuatan tersebut dapat

*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum
Nikah Pelaku Meusum
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menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Yakni hubungan intim di luar
perkawinan yang sah.

Fikih Islam hanya menyinggung pernikahan yang dilakukan oleh laki-
laki dan perempuan yang berzina.Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran
bahwa pezina dibolehkan menikah dengan pasangan zinanya. Keterangan tersebut

dapat dipahami dari salah satu bunyi ayat sebagai berikut:
& 3 .4z P e A R P PR P2 N 5 877
RS v WP PR R R W= CUDp ey Sl

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang
mukmin”. (QS. An-Nir: 3).

Ayat di atas memang bukan berbicara dalam konteks pernikahan pelaku
khalwat, namun dapat dipahami bahwa pihak yang melakukan khalwat atau zina
dibenarkan menikah dengan pasangan/lawan khalwat atau zinanya.Menurut imam
Syafi’i dan ulama lainnya, ayat tersebut dipahami sebagai suatu khabar bahwa
laki-laki pezina tidak dibenarkan berjimak, mengawini wanita yang baik-baik,
kecuali laki-laki tersebut menikahi pasangan zinanya.”*Dalam hal ini, dapat
dipahami bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang pemaksaan untuk menikah
sesama mereka yang berzina, melainkan hanya khabar pembolehan untuk
menikah, jika mereka ingin menikah maka hal itu dapat dilakukan dan tidak
dipaksakan.

Hukum berkhalwat atau berduaan hingga saling bersentuhan

sebagaimana yang dilakukan dengan orang yang bukan mahram adalah haram

*Imam Syafi’i, al-Umm, jilid 7,(Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), him. 359.
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secara mutlak.**Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Isra’

sebagai berikut:

3G i s
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS al-isra’

17:32)

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yaitu, zina dan segala
perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan
antara lawan jenis yang belum menikah atau bukan muhrimnya. Begitu juga
halnya dengan kasus khalwat, bahwa tidak ada keharusan bagi seseorang, baik
keluarga maupun pihak lain seperti tokoh adat untuk menikahkan kedua pihak
yang berkhalwat.Menikahkan seseorang tanpa diperhatikan terlebih dahulu
kesiapan dan kerelaan pihak yang bersangkutan akan berimplikasi pada tidak
tercapainya tujuan pernikahan seperti yang diharapkan.Misalnyasalah satu pihak
yang dinikahkan tergolong sebagai orang yang dianggap belum mapan secara fisik
(kematangan reproduksi), psikologis serta belum mampu untuk mengemban
tanggung jawab keluarga.

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam regulasi perundang-undangan
Indonesia telah diatur tentang batas usia seseorang dianggap matang untuk
melakukan perkawinan. ketetapan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 7 UU No.

1/1974, yaitu sebagai berikut:

*Bunganam.blogspot.co.id/2014/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1.
Diakses 5 maret 2014.
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Ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16
(enam belas) tahun”;

Ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh
kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga
dan rumah tangga.Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU
perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan
mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya
perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Dalam hal pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya perbuatan yang
mendahului seperti khalwat, Undang-Undang belum/tidak menjelaskan proses
pelaksanaannya. Namun, secara umum materi hukum Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengembalikan permasalahan
keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Sebagaimana dijelaskan dalam
salah satu bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Materi hukum yang berkaitan dengan perbuatan khalwat terdapat dalam
salah satu Qanun Aceh. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat dijelaskan bahwa khalwat merupakan perbuatan berada pada tempat

tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang
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bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak
yang mengarah pada perbuatan zina.*> Larangan khalwat adalah pencegahan dini
bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah lain yang langsung
kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minuman khamar dan
maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah pada
zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya
perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.

Menurut ketentuan yang dimuat dalam Qanun Jinayat, pelaku khalwat
akan dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk. Dalam hal ini tidak ada tuntunan
untuk menikahka pihak pasangan, atau paling tidak materi hukum Qanun tersebut
tidak menyatakan bahwa mengawinkan pihak pelaku khalwat sebagai bagian dari
hukuman yang harus dilaksanakan.Ketentuan ini tentunya berseberangan dengan
hukum yang berlaku dalam masyarakat Trumon Tengah. Baik dilihat dari sisi
hukum Islam maupun hukum positif, pelaksanaan proses hukum adat yang ada
pada masyarakat Trumon Tengah terkait dengan menikahkan pelaku khalwat tidak
sesuai dengan tujuan dari disyari’atkannya hukum perkawinan. Yang mana
hukum perkawinan tersebut dilaksanakan jika semua aspek, seperti psikologis,

materi, dan usia nikah telah terpenuhi dengan baik.

3.6. Analisis Penulis
Pernikahan atau perkawinan merupakan bagian dari perbuatan hukum

yang disyariatkan Rasulullah SAW.Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan

*pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimuat
dalam Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh:
Dinas Syariat Islam 2015), him. 27.
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tentunya dilaksanakan berdasarkan tuntunan yang telah dijelaskan dalam
Islam.Ketika tuntunan tersebut terlaksana dengan baik, maka seyogyanyalah
perkawinan mencapai akhir dari tujuan yang diharapkan, yaitu bahagia.Disamping
itu, jika tuntunan yang diajarkan dalam Islam telah terpenuhi dengan baik, maka
masing-masing pasangan dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi dan ditunaikan.Oleh karena itu, perkawinan seharusnya didasari oleh
adanya kesiapan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon
isteri.Kesiapan tersebut dapat pula dilihat dalam berbagai segi, salah satunya yaitu
kesiapan kematangan psikologis berikut dengan kesiapan mengenai kedewasaan
masing-masing pasangan dalam mengemban tanggung jawab rumah tangga.

Bertalian dengan hal tersebut di atas, sikap dewasa dalam menghadapi
masalah prinsipnya dapat diukur melaluikesiapan psikologis, dengan jalan
menghindari perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.Kondisi psikologis
yang baik dan matang untuk menikah tentunya dipengaruhi oleh kedewasaan
seseorang. Dengan demikian, seseorang yang ingin menikah harus mencapai
batasan umur yang telah ditentukan, salah satunya seperti ketentuan batasan umur
untuk kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.Terkait dengan perkawinan di bawah umur yang diberlakukan kepada
pelaku khalwat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Trumon
Tengah Kebupaten Aceh Selatan, menurut penulis kurang sesuai dengan konsep
perkawinan hukum Islam, berikut dengan tidak sesuainya proses pelaksanaannya.
Hal ini akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang luhur dari perkawinan

yang dilangsungkan.
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Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya dapat ukur suatu
tuntutan hukum—yang dalam hal ini adalah tuntutan hukum adat Trumon
Tengah—.Namun jauh dari itu, perkawinan tentunya harus dilaksanakan melalui
pertimbangan-pertimbangan yang matang, baik dari pihak keluarga, maupun dari
pihak pelaku.Misalnya, dari pihak pelaku harus ada kerelaan dalam perkawinan
itu.Disamping kerelaan tersebut, harus juga diperhatikanbeberapa aspek,
diantaranya batasan umur pelaku yang berada di bawah umur dan tidak
memungkinkan untuk menikah.

Jika perkawinan pelaku khalwat yang berada di bawah umur tetap harus
dinikahkan, maka hal ini paling tidak akan timbul dua kesenjangan hukum.
Pertama, yaitu prosesmengawinkan pihak pelaku khalwat di bawah umur bukan
merupakan bagian dari konsep ajaran hukum Islam, termasuk juga bukan bagian
dari bentuk sanksi dari hukum adat. Pernyataan tersebut dapat dipahami dari
adanya produk hukum dalam bentuk fatwa, tepatnya keputusan Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2009 TentangHukum Nikah
Pelaku Meusum, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.**Dalam
Islam, pelaku zina dan dalam hal ini termasuk juga pelaku khalwat, tidak harus
dinikahkan ketika mereka di dapati berzina atau berkhalwat. Namun, pernikahan
mereka boleh dilakukan apabila mereka menghendakinya,*’ serta perkawinan

yang mereka lakukan bukan merupakan bentuk hukuman.

**poin Pertama putusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun
2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum: “Menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum
bukanlah ‘uqubat menurut syar’iat dan adat”.

*Al-Quran surat an-Nir ayat 3: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak
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Kedua,Perkawinan yang seolah dipaksakan oleh suatu aturan hukum
(hukum adat) tidak lagi memperhatikan tujuan dari pensyariatan hukum
perkawinan itu sendiri. Dimana, menikahkan pelaku khalwat yang masih di bawah
umur akan berakibat pada tidak dapat dijaminnya eksistensi/keberlangsngan
kehidupan rumah tangga mereka. Kenyataanya, dalam realita masyarakat akan
mudah terjadinya perceraian, hal ini disebabkan karena kesiapan, kematangan
psikologis mereka tidak bisa untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga,
dalam arti bahwa hak dan kewajiban suami isteri sering tidak terealisasi dengan
baik.

Untuk itu, secara psikologis anak yang berada dibawah umur belum
mampu untuk memikul beban tanggung jawab yang besar, apalagi nantinya
memikul tanggung jawab dalam menghidupi anak dan keturunannya.Solusi
hukum yang dapat diberikan yaitu seyogiyanya para tokoh adat tidak menikahkan
anak yang berada di bawah umur, apalagi pernikahan tersebut dijadikan sebagai
bagian dari bentuk sanksi hukum. Selain itu, harusnya pemerintah lebih giat
mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur
beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-
resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada
masyarakat.Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat mengetahui dan sadar
bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus

dihindari.

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu
diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.
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Dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertalian dengan Undang-Undang Perlindungan
Anak Nomor 35 Tahun 2014, serta merujuk pada adanya Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah
Pelaku Meusum, bahwa pernikahan pelaku khalwat yang masih di bawah umur
seyogiyanya tidak dijadikan bentuk hukuman. Namun, perbuatan khalwat tersebut

tetap harus diberlakukan sanksi hukum yang tegas.



BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai
masalah perkawinan di bawah umur karena khalwat seperti yang telah diuraikan
dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor serta pertimbangan hukum tokoh adat dalam menikahkan pelaku
khalwat yang di bawah umur terdiri dari dua alasan. Pertama adalah karena
alasan hukum adat itu sendiri, dimana setiap masalah yang terjadi, khususnya
dalam kasus khalwat akan diselesaikan menurut hokum adat. Dengan adanya
kekuatan hukum adat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, maka
pelaku tetap dinikahkan berdasarkan tuntutan hukum adat di daerahTrumon
Tengah. Kedua adalah karena faktor/alas an pertimbangan untuk mencegah
terjadinya perzinaan berikut dengan pencegahan lahirnya anak di luar nikah.
Dimana, dengan adanya proses menikahkan pihak pelaku khalwat, baik
dewasa maupun tergolong di bawah umur untuk menikah, kasus perzinaan
diharapkan dapat terminimalisir.

2. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan harus didasari dengan asas
suka rela, yang sebelumnya harus dipenuhi beberapa persyaratan hukum
berikut dengan kesiapan pihak yang ingin menikah. Dengan demikian, tidak
ada unsur paksaan dalam konsep perkawinan Islam. Pernikahan paksa yang

dilakukan oleh tokoh adat di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh

78
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Selatan tidak sejalan dengan konsep hokum Islam. Selain itu, proses
menikahkan pelaku khalwat juga tidak sesuai dengan konstruksi hukum
perkawinan Islam. Dalam Islam kedua pasangan yang berzina atau berkhalwat
dibolehkan untuk menikah sesama pasangan mereka, namun tidak ada
ketentuan mengenai paksaan untuk menikahkan kedua pasangan tersebut.

3. Menurut hukum Positif, seseorang hanya dibenarkan menikah ketika telah
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas)
tahun bagi perempuan. Dalam kasus pernikahan yang dilakukan oleh tokoh
adat kepada pelaku khalwat di bawah umur dapat dibenarkan menurut hukum
positif ketika orang tua pihak laki-laki dan perempuan telah menyetujui
pernikahan mereka serta telah ada dispensasi dari pihak pengadilan, hal ini
sebagaimana ketetapan dalam Undang-Undang Pekawinan. Namun, ketika
syarat dispensasi dan persetujuan orang tua tersebut tidak diperoleh maka
menurut hukum perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan

beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya penyelesaian hukum terkait dengan kasus khalwat dapat
diselesaikan dengan konsep hukum adat yang justru tidak berlawanan dengan
hukum Islam. Dalam hal ini tokoh adat harus mengkaji dan meneliti kembali
kondisi pihak-pihak pelaku yang dapat dinikahkan. Misalnya, pelaku yang
masih kecil atau di bawah umur tidak langsung dinikahkan, namun dilihat juga

kematangan psikologis pelaku, apakah mampu untuk memikul beban
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tanggung jawab rumah tangga atau sebaliknya. Karena persoalan perkawinan
bukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum adat, namun jauh dari itu,
perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu sakinah,
mawaddah dan rahmah.

Masyarakat Trumon Tengah seyogyanya mengkaji kembali konsep hokum
perkawinan Islam yang diteorikan dalam banyak literature figh Islam,
sehingga penempatan-penempatan hukuman bagi pelaku khalwat tersebut
tidak disalah gunakan.

. Seharusnya ketika syarat dispensasi dan persetujuan orang tua tersebut tidak
diperoleh maka pernikahan tidak seharusnya dipaksa dan dilaksanakan.
Karena tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum perkawinan. Jika
dilihat dari sudut pandang menurut hukum Positif, seseorang hanya
dibenarkan menikah ketika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun

bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
. kb
. ‘ dilambangkan 16 ! bawahnya
2 o b 17 5 . z dengan titik di
' : bawahnya
3 < t 18 I ¢
. s dengan titik di .
4 5 atasnya 19 ¢ gh
5 z j 20 o f
h dengan titik di .
6 < h bawahnya 21 c g
7 d kh 22 d k
8 2 d 23 J |
9 3 5 z dengan titik di 24 ] m
atasnya
10 J r 25 o n
11 J z 26 3 W
12 o S 27 ° h
13 o sy 28 s ’
s dengan titik di
14 e ¥ bawahnya 29 ¢ y
. d dengan titik di
15 e d bawahnya
2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya ai
5 o Fathah dan wau au
Contoh:
—aS =kaifa,
Jds2  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
el Fathah dan alif atau ya a
g Kasrah dan ya 1
50 Dammah dan wau i
Contoh:
e qala
=) =rama
J = qila

O = yvaqiilu



Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.
Ta marbutah (&) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.
Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ('3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

JbY1 &3 : raudah al-agfal/ raudatul agfal
5 sl al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

sk Talpah

Modifikasi

1.

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba
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